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ABSTRAK

IMPLEMENTASI PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HEJAU
DALAM PENATAAN RUANG WILAYAHN
PERKOTAAN DI INDONESIA

Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) vang ada diwilayah perkotaan pada khususnya,
memerlukan penanganam secara struktural melaln berbagai kajian dan kebijakan mengingat
BTH merupakan pengendali ekosistemn suatu hingkungan khususnya bags daerah vang sedang
herkembang, karena RTH sebagal penyeimbang kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan
adalah apakah pemerintah  Kotw/Kabupaten melalui perangkat  pemernintahannya  telah
merealisazsikan penvediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% sesuai dengan vang diamanatkan
dalam UUPR, menilik dari perkembangan kota-kota di Indonesia yang notabene terbentuk
secara alami, bukan melalui suatu perencanaan yang matang dan menyeluruh.,

Penelitian ini termasuk jenis penclitian hukum vuridis empins yang bersifit deskniptif,
dengan mengambil lokasi pada Kantor Pemerintah Kota. Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan data sekunder.

Herdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa  implementasi ketentusn
penyediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 undang-undang noemor 26 tahun 2007
tentang penataan rvang diwilayah perkotaan yang dilaksanakan oleh pemerintah
Kotw/'Kabupaten  yaitu dengan penyusunan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kota sebagal -petunjuk pelaksanaan penggarti Peraturan daerah Rencana Umum Tata Ruang
Kota | RUTREK ) vang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan nasional saat
ini.

Wuud dar koordinas penvelenggaran penataan ruang demi mendapatkan nilai minimal
proporsi rmuang terbuka hijau scbesar 300 persen dan total wilavah Kole yaitu berupa
perencanaan, pemantzatan serta penpendalian ruang kota. Hal tersebut dapat diwwjudkan
dengan  kerjasama baik dari Pemerintah Kota, masyarakat, swasta, dan bersama organisasi
(A pt:'nlﬂflrltﬂh.

Dalam pelaksanaan implementasi Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang
Penataan Ruang i Kota. masih ada beberapa kendala. (Oleh karena itu pemenntah dengan
Kaperda-nya terus berupava untuk meningkatkan kekorangan BTH denpan berbapan strategi
khusus, Mengingat bahwa luas Kota  vang tidak dapat bertambah luas, maka pemerintah
lebth  mengoptimalisasikan penvelenpparnan penerithan, pengawasen pemaniastan ruang,
cvaiuast, penanganan., dan perisinan vang lehih ketat,

“Menulig™



BAR |

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH .

Kota scbagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan
ekonomi. sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan
yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita, Schingga penataan dan pemanfaatan ruang
kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian vang khusus, terutama yang terkait dengan
penyedisan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta muang-ruang terbuka publik
{open spaces) di perkotaan. Dalam hal ini periu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk
kajian berupa aturan-aturan yang bersifal mengikat dari pemerintah.

Masalah Ruang Terbuka Hijau (RTH) vang ada diwilayah perkotaan pada khususnya.
memerlukan penanganan secara struktural melalui berbagai kajian dan kebijahan mengingat
KTH merupakan pengendali ckosistem suatu lingkungan khususnya bagi daerah vang sedang
berkembang, karena RTH sebagal penyeimbang kualitas lingkungan. Yang menjadi persoalan
adaiah  apakah pemerintah Kota/Kabupaten melalui perangkat pemerintshannya  telah
merealisasikan penyediaan ruang terbuka hijau sehesar 30% sesuai dengan vang diamanatkan
dalam UUPR, menilik dari perkembangan kota-kota di Indonesia vang notabene terbentuk
secara alami, bukan melalul suatu perencanaan vang matang dan menyeluruh. Kalaupun ada
beberapa kota dan desa vang direncanakan, semacam  city pianning dalam perkembangannya
tumbuh dan berkembang secara tak terkendali.’

Salah satu fakior yang sangat mempengaruhi terhadap ketersediaan ruang terbuka hijau
diwilavah perkotaan adalah ketersediaan lshan vang sangat terbatas, kebutuhan skunder
masyarakat yang harus dipenubhs, perlumbuban ckonomi yang sangat pesat, serta adanya
kemuadah-kemudahan izin dalam mendirikan bangunan baik yang sifatnyva hunian maupun
hismis vang Ldak sesuai dengan tata kota.

Mengingat Pasal 33 ayat 3 UUD 1945, vang menghendaki  kita untok menggunakan dan
memaniaatkan bumi. air dan kekavan alam yvang schesar-besamvya uniuk kemakmuran
rakval. Kemakmuran rakyal terschut harus dopat dinikmati, baik oleh penerasi scharang
maupun vang akan datang. Ini berarti, dalam pembangunan diterapkan asas kelestarian bagi
sumberdaya alam dan selanjutnya memanfaatkan sumberdaya alam tersebut dengan tidak
merusak tata lingkungan hidup manusiz ~

Hoaskan Peimbingan Hebum Masionsd L'l.‘_ﬂﬂﬂl.ﬂll.'ll Haikusn etk HEAM B dmaivsr b Evalms? Faslinewe Tirmsame Mvrgdnlraah batviair
Pirrdiaar don Fedesoon. Takara: 50
il Sifakabil. Makpos {anpdwesam Dadamr Sovvee Coneckios dudom onsdnesan Trclomerar, Hamsdung: | -+



Untuk menjamin tercapainya tujuan tersebut terkait dengan paradigma bahwa ruang schagm
salah satu sumber dava alam yang tidak mengenal batas wilayah. Akan tetapi kalau ruang
dikaitkan dengan pengaturannya. haruslah jelas terbatas fungsi dan sistemnya dalam
pengelolaan suatu kawasan. Undang — undang No. 24 Tahun 1992 tentang penataan ruang
vang kemudian mengalami perubahan menjadi Undang - undang No. 26 Tahun 2007
merupakan undang- undang pokok yang mengatur mengenai pelaksanaan penataan ruang
{ULPR).

Keberadaan UL tersebut dibarapkan selain sebagai konsep dasar hukum dalam elaksanakan
perencanaan tata ruang. juga diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah
dalam penataan dan peléstarian lingkungan hidup, Tetapi hingpa saat ini kondisi yang tercipta
masih belum sesuai dengan  harapan. Hal ini terlihat dari tantangan yang tegadi terutama
semakin meningkatnya permasalahan banjir dan longsor; semakin meningkatnya kemacetan
lalu lintas di kawasan perkotaan; belum terselesaikannya masalah permukiman kumuh;
semakin berkurangnya ruang publik dan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan; serta
belum terpecahkannya masalah ketidakseimbangan perkembangan antar wilayah.

Demikian pula perkembangan penataan ruang di berbagai wilayah di Indoncsia yang muncul
terkait kebijakan otonomi daerah menurut UL No. 32 mhun 2004 tentang Pemerintah Dacrah,
memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penatasn ruang mencakup
kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan
pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan muang yang berbeda.
Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga
memiliki kewenangan untuk mengelola sumber dava vang tersedia di wilayahnya dan
bertangpung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesvai dengan peraturan perundang-
undangan, sehingga jelas bahwa menjaga kescimbangan kualitas lingkungan hidup juga
memeriukan perhatian serius oleh daerah.

implikasinya diperlukun kebijakan pengendalian lingkungan hidup vang mengupayakan
adanva ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) didalam lingkungan perbangunan
secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup
suatu daerah khusussiva di daerah perkotzan yang memiliki berbapai permasalahan berkaitan
dengan masalah ruang yang sedemikian kompleks, RTH tersebut pada dasamyan merupakan
bapian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota vang antara lain berfungsi sebagal
kawasin hijau pertamanan kota dan paru-paru kota,

Adapun sehagaimana diatur dalam pasai 29 ayat (2) ULl No 26 tabun 2007 tenang Penataan
Ruung mengamanatkan bahwa proporsi R TH pada wilayah kota paling sedikit 50% dan Juas
wilayah koo Sehingga konsekuensinva adalah  pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan
rang terbuka harus melalui beberapa kajian yany diatur oleh pemerintah. RTH sebapa nuang
vuna menampung  kegiatan konservasi lingkuigan hidup kota harms  dikatkan  dengan
Rencana Umuam Tata Ruang (RUTR) Kotz sampai ke Rencana Bagian Wilavah kKota
{RBWE) sampal ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.



Sesuni dengan uraian latar belakang yang singkat diatas, Penulis merasa tertarik untuk
mengadakan penelitian atau studi kasus terhadap permasalahan tentang pengimplementasian
pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di dalam wilayah
kewenangan PemerintahanKota/Kabupaten, dengan memilih judul : "Implementasi Ketentuan
Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 Tentang Penataan Ruang Wilayah perkotaan di Indonesia.

1.2. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan uraiar latar belak ang diatas maka pokok permasalahan vang dibahas dan
dicari jawaban dalam penelitian ini adalah scbagai berikut :

|. Bagaimanakah Implementasi Ketentuan Penvediaan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan
Pasal 29 Undang-1Indang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah
Perkotaan™

2. Hambatan dan pola penvelesaian scperti apakah yang diterapkan oleh Pemerinah Kota
dalam pelaksanaan Penyvedisan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29 Undang-
Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Perkotaan?

1.3. BATASAN MASALAH.

Rerdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka dalam penyusunan penelitian ini
akan dibatasi terhadap materi penelitian vang akan dibahas mengena bagaimanakah dan
hambatan serta pola penvelesaian seperti apakah vang diterapkan oleh pemeriniah kots
dalam pelaksanaan penyvediaan ruang terbuka hijau berdasarkan pasal 29 Undang-Undang
MNomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang [ Wialayah kota,

1.4. TUJTUAN PENELITIAN

F'ujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam dua kelompok
vakni sebagai benkut ;

1. Tujuan Obyekiif,

a1, Untuk mengetahui Implementasi Penvediaan Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal
"3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Temang Penataan Ruang diwilayah
perkotaan,

h. Dntuk mengetabul hambatan serta pola penyelesaian seperti apakah yang diterapakan
oldeh Pemerintah Kow dalam pelaksansan penyedisan ruang terbuka hijau berdasarkan
pasal 29 Undang-1Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang i Wilayah
kaatas.

*. lujuan Subvektif

e



a. Untuk memperluas dan memperdalam wawasan, pengetahuan dan kemampuan analisis
penulis mengenai ilmu Hukum khususnya Hukum Kebijakan Publik dalam ketentuan
penyediaan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau vang dilaksanakan oleh Pemerintah

Kota/kabupaten.

b. Memberikan sumbangan dan masukan guna referensi tentang penilaian kualitas
pelayanan publik khususnya Kebijakan Publik dalam ketentuan penyediaan dan
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Pemerintah Kota.

¢. Untuk melaksanakan tugas tambahan profesi sebagai tenaga pengajar di Universitas.

1.5. MANFAAT PENELITIAN
Manfaat yang diharapkan akan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah schagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis.

a. Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi
pengembangan pengetahuan ilmu Hukum khususnya Hukum Administratif Negara

b. Hasil penelitian ini memberikan wacana dalam rangka upuva penyediaan dan
pengelolaan ruang terbuka hijau yang dilakukan oleh Pemenntah Kota

2. Manfaat secara praktis,

a, Hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan atau masukan bagi pemerintah kota maupun
lembaga yang terkait lain dalam merumuskan sirategi dalam rangka penyediaan dan
pengeiolaan ruang terbuka hijau.

b. Hasl penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur bagi serua pihak vang tertank
dengan kewenangan 'embaga terkait dalam menangani penyediaan dan pengelolaan

ruang terbuka hijau.



BAR I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian, Tinjavan Umum tentang Hukum Lingkungan.

Istilah Hukum Lingkungan terdiri dari kata "Hukum" dan "Lingkungan”. Mochtar
Kusumaatmadja mengartikan hukum schagai "keseluruhan asas dan norma yang
mengatur perilaku manusia di dalam masyarakat, termasuk di dalamnya lembaga dan
proses untuk mewujudkan berlakunya norma di masyarakat" (Mochtar Kusumatmadia.
1976: 15). Hakikat hukum adalah norma atau kaidah yang menetapkan perintah,
larangan dan kebolehan, Asas merupakan dasar rasional untuk memberikan jastifikasi
mengapa norma tertentu harus diberlakukan dan dipertahankan herlakunya di dalam
masvarakat. Lembaga dan proses adalah sarana maupun mekanisme untuk mewujudkan
berlakunva norma dalam kenyataan.

Istilah Lingkungan secara normatif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia
No, 23 Tahun 1997 temang Pengelolaan Lingkungan Hidup {selanjutnya disingkat
UUPLH), Menurut Pasal | angka | UUPLH, lingkungan hidup ialah :

“Kesatuan ruang dengan semua benda, dava, keadaan dan makhluk hidup, termasuk
manusia dan perilakunva., vang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan  dan
kescjahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya®. Unsur-unsur lingkungan hidup
mencakup :

|, Lingkungan non havati yang dibentuk oleh sumber daya ulam non-hayati;

ta

Lingkungan hayati yang dibentuk olch sumber daya alam hayaty,

Lo

. Lingkungan buatan yang dibentuk oleh sumber daya buatan;

=

_ Lingkungan sosial vang dibentuk oleh perilaku manusia,

Prinsip lingkungan hidup yang baik dan sehat adalah hak sctiap orang {Sic Utere Tuo
ut Alicnum Non Lacdast {Daud Silalabi, 1996 0 35y Prinsip ini dimuat dalam Pasal 5 avat
(91} UUPLH. dan merapakan penjabaran dari Prinsip ke-1 Deklaras: Stockholm 1972 yang
menvatakan schapai berikut @ "Man has the tundamental right 10 freedom, equlity and
adequate conditions of life, in an environment of a duality that permits a life of dignity and
well-being. and he bears a solemn responsibility 1o protect and improve the environment for
present an future generations”. Manusia memiliki hak kebebasan yang mendasar, persamann
dan kondisi kehidupan vang mencukupi dirinya, di datam suatu lingkungan vang menghargai
adanva  marabal  manusia dan  anggungiawab  untuk melindungi linghungan  dem
kepentinpan gencrasi yang akan damang.  Prinsip terscbul mengandung 2 {dua) dimensi.
Periama, Pemerintah mengakui bahwa Lingkungan Hidup yang baik dan sehat merupakan
hak dasar vang harus mendapat perlindungan dan semua pibak, khususnyi bagi Pemerintah.



bentuk perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak ini adalah memberikan kesempatan
kepada setiap orang untuk mengambil bagian dalam prosedur administratif : sepert berperan
serta atau  hak banding terhadap penetapan administratif. Kedua merupakan bentuk
perlindungan ekstensil (luas) terhadap hak-hak perseroangan. sehingga dapai memberikan
landasan gugatan hukum atay hak menuntut kepada setiap orang yang merasa haknya atas
Lingkungan Hidup yang baik dan sehat diganggu pihak lain,”

Prinsip Pembangunan Berkelanjutan Pembangunan berwawasan lingkungan {eco-
development) adalah salah satu prinsip vang juga dijadikan dasar pengelolaan lingkungan
hidup di Indonesia (Pasal 3 UUPLH). Prinsip ini menckankan agar pembangunan dilakukan
melalui pendekatan ekosistem (ecological approach), yakni kegiatan pembangunan yang
memperhatikan kepentingan lingkungan. Sedanghkan’ pengertian yuridisnya menurut Pasal 1
butir 13 UUPLH adalah upaya sadar dan berencana menggunakan dan mengelola sumber
daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan
mutu hidup. Prinsip ini sesual dengan Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar 1945 vang
dijabarkan lebih lanjut di dalam arah dan kebijaksanaan pengelolaan lingkungan dalam
Undang - undang MNo. 25 Tahun 2004 tentang Program Pembangunan Masional
(PROPENAS) Tahun 2004-200%. PROPENAS Tahun 2000-20(M mengamanatkan bahwa
pembangunan nasionai di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup pada dasamya
merupakan upaya untuk mendayagunakan sumber daya alam uniuk  scbesar-besarnya
kemakmuran rakvat dengan memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan
hidup. pembangunan yang berkelanjutan, kepentingan ekonomi dan budaya masyarakat lokal,
serta penataan ruang. Dengan kata lain, prinsip pembangunan berwawasan lingkungan
merupakan suatu sarana  untuk  mewujudkan  pembangunan berkelanjutan  (sustainable
development), Untuk dapat menciptakan pembangunan berkelanjutan, pengelofaan sumber
alam dalam sewala usaha pendayagunaannya harus  memperlihatkan keseimbangan
lingkungan dan kelestarian kemampuannya, sehingga dapat member manfaat vang sebesar-
besarnya bagi pembangunan dan Kesejahteraan rakyal maupun bagi kepentingan gencrasi
vang akan datang. Emil Salim, dengan pendekatan ckologis mengemukakan hubungan antars
prinsip pembangunan berkelanjutan dengan pembangunan berwawasan lingkungan (Emil
Salim. 1993: 184-185); Pembangunan berkelanjutan mengharuskan kita mengelola sumber
alam serasional mungkin. Ini berarti bahwa sumber-sumber dava alam bisa diolah, asalkan
secara rasional dan bijaksana. Untuk i diperlukan pendekatan pembangunan dengan
pengembangan lingkungan hidup, yaitu  eco-development. Pendekatan ini tidak menolak
diubah dan diclahnva sumber alam untuk pembangunan dan kesejahteraan manusia. Tetapi
"kesejahteraan manusia” mengandung makna lebih Tuas, mencakup tidak hanya kesejahleraan
material. pemenuhan kebutuhan pencrasi hari Kine tetapi juga mencakup kesejahteraan mon
ficik, mutu kualitas hidup dengan Lingkungan Ihdup yang lavak dihidups {liveable
environment) dan jaminan bahwa kesejahteraan terpelibura kesmambungannya bagi generapi

[
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Hubungan antara prinsip pembangunan berwawasan lingkungan dengan  konsep
pembangunan berkelanjutan oleh M. Daud Silalahi diibaratkan sebagai dua sisi mata uang
yang sama, sehingga saling berkaitan (M. Daud Silalahi, 1992: 168). Karena i, tidak
berlebihan  bilamana Koesnadi  Harjasoemantri  menyatakan  prinsip  pembangunan
berwawasan lingkungan sebagai kata kunci (keywods) dalam rangka melaksanakan
pembangunan dewasa ini maupun di masa mendatang”

Pembangunan berkelanjutan merupakan program nasional, bahkan program  dunia
sebagaimana dicetuskan oleh Komisi Khusus vang dibentuk PBB. yakni Komisi Dunia
Lingkungan Hidup dan Pembangunan (World Commision on  Environment and
Development) pada Tahun 1987 dalam laporannya yang berjudul "Hari Depan Kita Bersama”
(Our Common Fulture), Sebagai program nasional, maka menjadi kewajiban setiap orang
untuk mensukseskannya dengan jalan berpikir, berperilaku maupun berkarva yang didasarkan
pada prinsip-prinsip Hukum Lingkungan serta prinsip-prinsip pelestarian kebudayaan.

Apabila keseimbangan lingkungan terganggu maka kualitas lingkungan juga berubah,
Padahal kenyamanan hidup banyak ditentukan oleh daya dukung alam atau kualitas
lingkungan yang mendukung kelangsungan hidup manusia,

2.2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Tata Ruang
2.2.1. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Tata Ruang

Herikut ini merupakan pengertian dan konsep dasar dari tata mang, baik menurul
peraturan perundang-undangan yang barv vaitu Undang - Undang No. 26 Tahun 2007
temang Penataan Ruang maupun menurat beberapa abli,

1. Ruang

Pasal | angka | Undang-undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, vang
dimaksud dengan ruang adalah:

"Wadah yang meliputi ruang darat. ruang laut. dan ruang udara, termasuk ruang di
dalam bumi sebagni satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain
hidup.

melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnyva”  Menurut 12A,
Tisnaamidjaja. vang dimaksud dengan pengertian ruang adalah "wujud sk
wilayah dalam dimensi geoprafis dan geometris yang merupakan wadah bag
manusia dalam melaksanakan kegiatan kehsdupannya dalam suatu kualitas hidup
vanp layvak e
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Ruang schagai salah satu tempat untuk melangsungkan kehidupan manusia, juga
sehagai sumber daya alam merupakan salah satu karunia Tuban kepada bangsa
Indonesia. Dengan demikian ruang wilayah Indonesia merupakan suatu aset yang
harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan bangsa Indonesia secara
terkoordinasi, terpadu dan seefektif mungkin dengan

memperhatikan faktor-faktor lain seperti, ekonomi, sosial, budaya, hankam, serta
kelestarian lingkungan untuk mendorong terciptanya pembangunan nasional yang
serasi dan seimbang.

Selanjutnya, dalam Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.
I27/KPTS/2002 temang Penctapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang
dimaksud dengan ruang adalah:

"Wadah vang meliputi ruang daratan, ruang lautan, ruang udara scbagai suatu
kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk  hidup lainnya hidup clan
melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.” Seperti yang telah
diuraikan dalam Pasal | Undang-undang No, 26 Tahun 2007, yang menyatakan
hahwa ruang terbagi ke dalam beberapa kategori, yang di antaranya adalah:

a. Ruang Daratan adalah ruang yvang terletak di atas dan di bawah permukaan
daratan,termasuk  permukaan perairan darat dan sisi darat dani garis laut
tevendah.

b. Ruang Lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut
dimulai dari sisi laut dari sisi garis laut terendah termasuk dasar laut dan bagian
_ pumi di bawahnva, di mana negara Indonesia memiliki hak yuridiksinya.

c. Kuang UUdara adalah ruang yang terletak di atas ruang daratan dan atau ruang
lautan sekitar wilavah negara dan melekat pada bumi, di mana negara Indonesia
memiliki hak yuridiksinya.

. Tata Ruang

Pasal 1 angka 7 Undang-undang No. 26 Tabun 2007 tentarg Penataan Ruang.
menjelaskan yang dimaksud dengan tata roang adalah "wujud struktural ruang dan
poela ruang”. Adapun vang dimaksud dengan wujud struktural pemanfaatan ruang
adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam, lingkungan sosial.
lingkungan buatan yang secara hirarkis

herhubungan satu dengan vang lainnyva, Sedang yang dimaksud dengan pola
pemanfastan ruang meliputi pola lokasi, sebaran permukiman. tempat ketja,
indusin. penanian. serta pola

pengeunaan tanah perkotaan dan pedesaan, di mana tata numg tersebut adalah tata
ruang vang direncanakan, sedangkan taa ruang vang Udak direncanakan adalah
tata ruang vang terbentuk secara alami. seperti aliran sungai, gua, gunung dan lain-



lain. Selanjutnva masih dalam peraturan tersebut, yaitu Pasal | angka 5 yang
dimaksud dengan penataan rvang adalah "suatu sistem proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang”.

3. Rencana Tata Ruang

Perencanaan atau planning merupakan suam proses, sedangkan hasilnya berupa
"rencana” (plan), dapat dipandang schagai suatu bagian dari setiap kegiatan yang
lebih sekedar

refleks vang berdasarkan perasaan semata. Tetapi vang penling, perencanaan
merupakan suatu komponen yvang penting dalam setiap keputusan sosial, setiap unit
keluvarga, kelompok, masyzrakat, maupun pemenntah ferlibat dalam perencanaan
pada saat membuat keputusan atau kebijaksanaan-kebijaksanaan untuk mengubah
sesuatu dalam dirinya atau ingkungannya,

Pada negara hukum dewasa ini, suatu rencana tidak dapat dihilangkan dan hukum
administrasi. Rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang kegiatan pemerintahan.
misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana merupakan kescluruhan tindakan
vang saling berkaitan dari tata usaba negara vang mengupavakan terlaksananya
keadaan tertentu vang tertib (teratur). Rencana wvang demikian it dapat
dihubungkan dengan stelsel perizinan (misalkan suatu penvinan pembangunan
akan ditolak oleh karena tidak sesusi dengan rencana peruntukan). Percncanaan
adalah sueatu bentuk kebijaksanaan, sehingga dapat dikatakan bahwa perencanaan
adalah scbuah species dari genus kebijaksanaan,

Masalah perencanaan berkaitan crat dengan perihal pengambilan keputusan serta
pelaksanaannva. Perencanaan dapat dikatakan pula sebagai pemecahan masalah
secara saling terkait serta berpedoman kepada masa depan. Saul M, Katz,
mengemukakan alasan atau dasar dari diadakannya suatu perencanaan adalah 5

1} Dengan adanya suatu perencanaan diharapkan terdapat suatu pengarahan
kegiatan, adanva pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan vang ditujukan
kepada pencapaian suatu perkiraan.

2} Dengan perencanaan dibarapkan terdapat suatu perkiraan terhadap hal-hal
dalam masa pelaksanaan vang akan dilalui. Perkiroan tidak hanya dilakukan
mengenal polensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan, tetapi juga
mengenai hambatan-hambatan dan Asiko-risiko vang mungkin dihadaps,
dengan perencanaan mengusahakan agar ketidakpastian dapat dibatasi sedikit

mungkin.
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3} Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang
cara atau kesempatan untuk memilih kombinasi terbaik.

4) Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas. Memilih urutan-
urutan dari segi pentingnya suatu (Ujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.

5) Dengan adanya rencana, maka akan ada suatu alas pengubur atau standar untuk
mengadakan pengawasan atau cvaluasi. Keputusan Menteri Pemukiman dan
Prasarana Wilayah No. 327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman
Bidang Penataan Ruang yang dimaksud dengan Rencana Tata Ruang adalah
"hasil perencanaan struktvr dan pola pemanfaatan ruang”™ Maksud diadakannya
perencanazn tata ruang adalah untuk menyerasikan berbagai kegiatan sekior
pembangunan sehingga dalam memanlaatkan lahan dan ruang dapat dilakukan
secara optimal, efisien. dan serasi. Sedangkan tujuan diadakan

adanya suatu perencanaan lata ruang adalah untuk mengarahkan struktur dan
lokasi beserta hubunigan fungsionalnya yang serasi dan seimbang dalam rangka
pemanfaatan sumber daya manusia, sehingga tercapainys hasil pembangunan
yang optimal dan efisien bagi peningkatan Kualitas manusia dan kualitas
lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Penataan ruang sebapai suatu proses perencanaan lata roang, pemaniaatan
ruang, dan pengendalian pemaniaatan ruang merupakan suatu kesatuan sistem
vang tidak dapat terpisashkan satu sama lainnva. Untuk mencipiakan suatu
_penataan ruang yang serasi harus memerlukan suatu peraturan perundang-
undangan vang serasi pula di antara peraturan pada tingkat tinggi sampai pada
peraturan pada tingkat bawah, sehingga terjadinya suatu koordinasi dalam
penataan many.

4. Kawasan Pedesaan

Yang dimaksud denpan kawasan pedesaan dalam konsep penalian ruang adalah
kawasan vang meriliki kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber
daya alarn dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan,
pelayanan jass pemerintah, pelayanan sosial, dun kegiatan.

5. Kawasan Perhotasn

Yang dimaksud dengan kawasan perkotaan dalam konsep penatian ruang adalak
kawasan vang memiliki keglatan utama bukan periaman dengan susunan fungsi
kawasan schaga: lempat permukiman. pemusalan dan distribusi pelayanan jasa,
pemerintahan, pelavanan sosial, dan kegiatan ekonomi.

6. Kawasan Lindung
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2.2.2.

Yang dimaksud dengan kawasan lindung dalam konsep penataan ruang adalah
kawasan vang ditetapkan denpan fungsi utama untuk melindungi kelestarian
lingkungan hidup vang mencakup sumber dava alam dan sumber daya buatan.

Kawasan Budidaya

Yang dimaksud dengan kawasan budidaya dalam konsep penataan ruang adalah
kawasan vang ditetapkan dengan fungsi uwama untuk dibudidayakan atas dasar
kondisi atau potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya
buatan,

Konscp Dm:rhllukum Tata Ruang

Mochtar Koesoemaatmadja mengonstatir bahwa tujuan pokok penerapan hukum
apabila hendak direduksi pada satu hal saja adalah ketertiban {order). Ketertiban
adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan ketertiban in,
merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang teratar, di
samping ity mjuan lainnya adalah tercapainya keadilan vang berbeda-beda isi dan
ukurannva, menurut masyarakat pada zamannya ( Mochtar Kocsocmaatmadja, 1986),
Konsep dasar hukum penataan ruang. terfuang di dalam pembukaan ULUD 1945
alinea ke-4 vang berbunyi: “melindungi sepenap bangsa Indonesia dan seluruh
tumpah darab Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan wmum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia ......" pasal 33 ayat
i(3) UUD 1945 amandemen ke empat, berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam
vang terkandung di dalamnya dikvasal oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-
besamva kemakmuran rakyat™ Ketentuan terscbut memberikan “hak penguasaan
kepeda negare atas seluruh sumber daya alam Indonesia, dan memberikan kewajiban
kepada negars untuk menggunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat™.
Kalimat tersebut mengandung makna. negara mempunyal kewenangan untuk
melakukan pengelolaan, mengambil dan memanfaatkan sumber dava alam guna
terfaksananya kesejahteraan vang dikchendaki, Untuk dapat mevwujudkan tujuan
negara  tersebut.  khususnva  untuk  meningkatkan  kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat  melaksanakan
pembangunan  schagal penunjang dalam  ercapainya lujuan tadi dengan  suatu
perencanaan vang cermal dan terarah, Apabila kita cerman denpun  seksama,
kekayaan alam vang ada dan dimiliks oieh negara, vang Kesemuanya itn memiliki
sustu  nilai ckonomis. maka dalam  pemanfaatannya pun hares diatue dan
dikembangkan dalam pola tata ruang yang terkoordinasi, sehingea tudak akan adanya
perusakan terhadap ingkungan hidup.

Upaya pelaksanun perencanaan perataon roang vang bijaksana adainh kunct dalam
claksanaan tata roane azar Udak merusak lingkungan hdupe dalam konteks
L =
penguasaan negara atas dasar sumber daya alam, menurut hemat penalis melekat di
dalam  kewapiban neearn wntok melindunes,  melestankan dan memualihkan
j K B

lingkungan hidup sceara utuh. Artinya. akuvitas pembangunan vung dihasilkan dari
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perencanaan tata ruang pada umumnya bermnuansa pemanfaatan sumber daya alam
tanpa merusak lingkungan. Selanjutnya. dalam engomentan konsep Roscoe Pound,
Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslahmenjadi sarana
pembangunan.

[¥i sini berarti hukum haruslah mendorong proses modernisasi. Artinya hukum yang

dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan sosial bagi seluruh rakvat Indonesia.
Sejalan dengan  fungsitersebut maka pembentuk undang-undang meletakkan
berbagai dasar yuridis dalam melakukan berbagai kegiatan pembangunan, sebagai
salah satunya yaitu dalam pembuatan undang-undang mengenai penataan ruang.
Untuk lebih mengoptimalisasikan konsep penataan ruang, maka peraturan-peraturan
perundang-undangan telah banyak di-terbitkan oleh pihak pemeriniah, di mana salah
satu peraturan per-undang-undangan yang mengatur penataan ruang adalah Undang-
undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Mo, 26 Tahun
2007 merupakan undang-undang pokok vang mengatur tentang pelaksanaan
penataan ruang. Keberadaan undang-undang tersebut diharapkan selain sebagai
konsep dasar hukum dalam melaksanakan perencanaan tata ruang, juga diharapkan
dapat digunakan sebagai bahan acuan pemerintah dalam penatasn dan pelestarian
lingkungan hidup *

2.2.3. Pengertizn, Tinjavan Umum Tentang Ruang Terbuka Hijaw

d. Pengertian Umum dan Ruang Lingkup Ruang Terbuka Hijau Sebagai salah satu
unsur kota vang penting khususnya dilihat dari fungsi ekologis. maka beiapa
sempit atau kecilnya ukuran RTH Kota (Urban Green Open Space) yvang ada,
termasuk  halaman rumabh/bangunan pribadi, seyogyanya dapat dimanfaatkan
sebagar ruang hijau yvang ditanami tctumbuhan., Dan berbagai referensi dan
pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan
dalam pengertian. sebagai: Pengertian RTH, (1) adalah suatu lapang yang
ditumbuhi berbagai tetumbuhan, pada berbagai straia, mulai dari penutup tanah,
semak, perdu dan pohon (tanaman tinggi berkayu): (2) “Sebentang lahan terbuka
tanpa bangunan yvang mempunyval uxuran, bentuk dan batas geografis tertentu
dengan status penguassan apapun, yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau
berkayu dan tahunan  (perennial woody plants), dengan pepohonan sehagai
tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak. rerumputan, dan
tumbuhan penutup tanah laionya), sehagai tumbuhan pelengkap. serta  benda-
benda lain vang juga sebagai pelengkap dan penumjang fungs: RTH vang

~bBersangkutan™ !

# Mochoar K nesoensmnmlja baoambal dan Pembusaan Hiskum Masysnsl Handang: 2002 04
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Huang Terbuka (RT) tidak harus ditanami tetumbuban, atau hanya sedikit
terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebapai unsur ventilasi kota,
seperti plaza dan alun-alun.  Tanpagersang, kota menjadi scbuah pulau panas
{heat island) vang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi, sebhab tak layak
humi. Secara hukum (hak atas tanah), RTH bisa berstatus sebagai hak milik
pribadi  {halaman rumah), atau badan wusaha (lingkungan  skala
permukiman/neighborhood), seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran, bangunan
peribadatan, tempat rekreasi, lahan pertanian kota, dan sebagainya), maupun
milik umum, seperti: Taman-taman Kota, Kebun Raja, Kebun Botani, Kebun
Binatang, Taman Hutan Kota/Urban Forest Park, Lapangan Olahraga
{umum).Jalur-jalur Hijau (green belts dan/atau koridor hijau): la'u-lintas, kereta
api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga listrik: saluran utama
tegangan ckstra tinggi’'SUTET, Taman Pemakaman Umum (TPU), dan dacrah
cadangan perkembangan kota (bila ada),

Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR, Ruang terbuka hijau adalah area
memanjang/jalur danfatau mengelompok, vang penggunaannya lebih bersifat
terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang
senigaja ditanam. Menurut Gunadi (1995) dalam  perencanaan ruang  kota
(townscapes) dikenal istilah Ruang Terbuka (open space), vakni daerah atau
tempat terbuka di lingkungan perkotaan. RT berbeda  dengan istilah ruang Juar
(exterior space). yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang
dalam (interior space) di dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang
terbuka yang sengaja dirancang secara khusus uniuk kegiatan tertentu, dan
chgunakan secara intensif, seperti halaman sckolah, lapangan vlahraga, termasuk
plaza (piazza) atan square, Zona hijau bisa berbentuk jalur (path), seperti jalur
hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai. bantaran rel kereta
api., saluran/ jaringan lisink tegangan tinggi, dan  simpul kota (nodes), berupa
ruang taman rumah, laman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman
pertanian kota, dan scterusnya. sebagai Ruang Terbuka (Hijau). Ruang terbuka
vang disebul Taman Kota (park), vang berada di luar atau di antara beberapa
hangunan di lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebapai halaman
atau ruany luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah  Ruang Terbuka
Hijau (RTH) kota. karena umumnya berupa ruang terbuka vang sengaja ditanami
pepohonan maupun  tanamun, sebagai penutup  permukasn wnah. Tanaman
produktil berupa pohon bebuahan dan tanaman sayvuran pun kint hadir sebagai
bagian dari RTI herupa lahan pertanian kota atau lahan perbutanan kota vang
amal penting bagi pemecliharaun fungsi keseimbangan ekologis ko,

- Ketenuan Hukum Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan Konterensi Tingkat
Tinggi (KTT) Bumi di Rio de Janeiro, Brazil (1992) dan dipenepas lagi pada
KTT Johannesburg, Afrika Sclatan 10 tahun kemudian (2002, Rio + 10),
disepakati bersama hahwa sehuah kota idealnya memiliki luas BT minimal 30
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persen dari total luas kota, Tentu saja “angka’ ini bukan merupakan patokan mati.
Penetapan luas RTH kota harus berdasar pula pada studi eksistensi sumber daya
alam dan manusia penghuninya. Penetapan besaran luas RTH ini bisa juga
disebul sebagai bagian dari pengembangan RTH kota. Berdasarkan UUPR
pengaturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditegaskan dalam Pasal 29
berikut ini :

1 ). Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 hurul a terdin
dari raang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat.

2). Proporsi ;uang_ terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 (tiga puluh)
persen dan luas wilayah kota.

3). Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 (dua
puluh) persen dari luas wilavah kota. Ditegaskan pula dalam penjelasan Pasal
29 Avat (1)

kRonsep Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotuan Secara umum ruang terbuka
publik di perkotaan terdin dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-
hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan adalal bagian dan ruang-ruang
terbuka svatu wilavah perkotaan vang diisi oleh twmbuhan, tanaman dan
vegetasi (endemik maupun introduksi}) guna mendukung manfaat ekologis,
sosial-budaya dan arsitektural vang dapat memberikan manfaat ekonomi
_(kesejahteraan) bagi masvarakatnya. Sementara itu ruang terbuka non-hijau
dapat berupa ruang terbuka vang diperkeras { paved) maupun ruang terbuks biru
(RTB) vang berupa permukaan sungal, danav, maupun areal-areal yang
diperuntukkan khusus sehagar aren penangan (retensvrelention basin).  Secara
fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami vang berupa habitat liar alami,
kawasan lindung dan taman-taman nasional. maupun RTH non-alami atau
binsan yang sepertl taman., lapangan olah raga, dan kebun bunga.

Multi fungsi penting R iH ini sangat lebar spektrumnya, yaitu dari aspek fungsi
ckologis, sosial/budaya, arsitektural, dan ekonomi, Secara ekologis RTH dapat
meningkatkan kualitaz air tanah, mencegah banjir. mengurangi polust wdara,
dan enurunkar suhu kota wopis vang panas terik. Bemuk-bentuk RTH
perkotasn vang berfungsi ckologis antara lain seperti sabuk hijau kota, taman
hutan Kota, tman bolani, jalur sempadan sungar dan lain-lain, Scecara sosial-
budaya keberadaan RTH dapa. memberikan fungsi sebapail ruang interalsi
sosial. sarana rekreasi, dan sebagai tetenger (landmark) kota yang berbudaya.
Bentuk RTH yang berfungsi sesial-budava antara lain taman-taman kota,
lapangan olash raga, kebun raya. | PLUL dan sebagainya. Secara arsitekiural RTH
dapat meningkatkan milai keindahan dan kenvamanan kota melalui keberadaan
taman-taman kota, kebun-kebun bunga. dan jalur-jalur hijau di jalan-jalan kot
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Sementara itu RTH juga dapat memiliki fungsi ekonomi. baik secara langsung
seperti pengusahaan lahan-lahan kosong menjadi lahan pertanian/ perkebunan
(urban agriculture) dan pengembangan sarana wisata hijau perkotaan vang
dapat mendatangkan wisatawan. Sementara it secara struktur, bentuk dan
susupan RTH dapat merupakan konfigurasi ekologis dan konfigurasi
planologis. RTH dengan konfigurasi ckologis merupakan RTH vang berbasis
hentang  alam  seperti, kawasan lindung, perbukitan, sempadan  sungai,
sempadan danau, pesisir dsh. RTH dengan konfigurasi planologis dapat berupa
ruang-ruang yang dibentuk mengikuti pola struktur kota seperti RTH
perumahas, RTH kelurahan, RTH kecamatan, RTH kota maupun taman-taman
regional/ nasional. Sedangkan dari segi kepemilikan RTH dapat berupa RTH
publik yang dimiliki oleh umum dan terbuka bagi masyarakat luas, atau RTH
privat (pribadi) yang berupa taman-taman yang berada pada lahan-lahan
pribadi.

d. Peran dan Fungsi RTH Dalam masalah perkotaan, RTH  merupakan bagian atan

1

lah satu sub-sistem dari sistem kota secara keseluruhan, RTH sengaja dibangun

secara merata di seluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar
yang secars umum dibedakan menjadi:

al

b}

)

d}

Fungsi bio-ekologis (fisik), yang memberl jaminan pengadaan RTH menjadi
bagian dari sistem sirkulasi udara ("paru-paru kota”), pengatur iklim mikro,
apar sistem sirkutasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar,
schagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan. penyedia habitat
satwa, penyerap (pengolah) polutan media wdara, air dan tanah, serta
penahan angin,

Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu mengambarkan
ekspresi budaya lokal. RTH merupakan mediz komunikasi warpa kola.
tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penclitian;

Fkosistem perkotaan: produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan
berdaun indah. serta bisa mejadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan, dan
lain-lain:

Fungsi estetis, meningkatkan kenyamanan, memperindah Tingkungan kot
haik (dari skala mikro: hataman rumah, lingkungan permukiman, maupun
makro: lansekap kota secara keseluruhan). Mampuo menstimulasi kreativitas
dan produktivitas warga kot Juga bisa berekreasi secara sktif maupun past
seperti: bermain, berolahraga. atau kegiatan sosialisasi lam. yang sekaligus
menghasilkan “keseimbangun kehidupa: -fisik dan psikis™. Dapat lercipla
suasana serasi, dan seimhbang antara berbagai bangunan gedung, infrastrukiur
jalan dengan pepohonan hutan kota, mman kota, taman kota pertanian dan
perhutanan. taman gedung. jalur hijau jalan, bantaran rel kercta api, serta
jalur biru bantaran kali.



¢. Mantaat RTH kota secara langsung dan tidak langsung, schagian besar dihasilkan
dant adanya fungsi ekologis, atau kondisi “alami® ini dapat dipertimbangkan
sebagai pembentuk berbagai faktor, Berlangsungnya fungsi ckologis alami dalam
lingkungan perkotaan secara seimbang dan lestari akan membeniuk kota vang
schat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman scbagai penghasil
oksigen (02} terbesar dan penyerap karbon dioksida (C02) dan zat pencemar
udara lain, khusus di siang hari, merupakan pembersih udara vang sangat efektif
melalui mekanisme penyerapan (absorbsi) dan penyerapan (adsorbsi) dalam
proses fisiologis, yang leradi terutama pada daun, dan permukaan tumbuhan
(batang, bunga. dan buah). Dengan adanya RTH sebagai ‘paru-paru’ kota, maka
dengan sendirinya akan terbentuk iklim vang sejuk dan nyaman, Kenvamanan ini
ditentukan oleh adanya saling keterkaitan antara faktor-faktor subu udara
kelembaban wdara, cahaya, dan pergerakan angin. RTH membantu sirkulasi
udara. Pada siang han dengan adanva RTH, maka secara alami udara panas akan
terdorong ke atas. dan sebaliknya pada malam hari. udara dingin akan turun di
bawah tajuk pepohonan. Pohon, adalah pelindung vang paling tepat dari terik
sinar matahari, di samping scbagai penahan angin kencang, peredam kebisingan
dan bencana alam lain, termasuk erosi tanah. Bila terjadi tivpan angin kencang di
“atas” kota tanpa tanaman, maka polesi udara akan menyebar lebih luas dan
kadarnya pun akan semakin memingkat.

Salah satu referensi menyebutkan, bahwa untuk setiap 100.000 penduduk vang
menghasilkan sekitar 4.5 juta liter limbah per hari, diperlukan RTH seluas 522
hektar. RTH sebagai penjamin terjadinya keseimbangan alami, sccara ekologis
dapal menampung kebutuban hidup manusia itu sendin, termasuk sebagai habita
alami flora, fauna dan mikroba vang diperlukan dalam siklus hidup manusia.
KTH sebagai pembentuk faktor keindahan arsitektural. Tanaman mempunyai
daya tarik bagi mahluk hidup, mclalui bunga, buah maupun bentuk fisik tegakan
pepohonannya secara menyeluruh. Kelompok tetumbuhan yany ada di antars
struktur bangunan-kota, apabila diamati akan membentuk perspekiifl dan efck
visual yang indah dan teduh menvegarkan (khususnya di kota beriklim tropis),
RTH sebagai wadah dan obvek pendidikan, penelitian, dan pelatihan dalam
mempelajan alam. Keanekaragaman havati flora dan fauna dalam RTH kota,
menyvumbangkan apresiasi warga kota terhadap  lingkungan alam, melalui
pendidikan lingkungan yanp bisa dibaca dan tanda-tanda (signage, keterangan)
bertuliskan nama vang ditemspelkan pada masiog-masing tanaman vang dapat
dilthat sehari-hari, serta informasi lain terkait. Dengan demikian, pengelolaan
RTH kota akia lebih dimengenti kepentingannya (apresiatit) sehingga tentib. RTH
sckaligus merupakan fasilitas rekreasi vang lokasinva merata di seluruh bagian
kota, dan amatl penting bagi perkembangan kejiwaan penduduknya. RTH sebapai
Jalur pembatas vang memasahkan amarn suatu lokasi kegiatan, misal antara zong
permukiman dengan lingkungan sekitar atau di “luarnva, RTH sebagai cadangan



lahan (ruang).  Dalam Rencana Induk Tata Ruang Kota, pengembangan daerah
yang belum terbangun bisa dimanfaatkan untuk sementara schagal RTH (lahan
cadangan) dengan tetap dilandasi kesadaran, bahwa lahan cadangan ini suatu saat
akan dikembangkan sesuai kebutuhan yang juga terus berkembang.

2.2.4. Teori Implementasi Hukum

Hukum tumbuh hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Hukum merupakan
sarana menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi kedamaian dalam hidup
sesama warga masyarakat. Hukum tumbuh  dan herkembang  bila warga
masvarakat itu sendiri menyadari makna kehidupan hukum dajam kehidupannya.
Sedangkan tujuan dari hukum itu sendiri adalah untuk mencapai suatu kedamaian
dalam masyarakat (Sverjono Sockanto, 1986:13). Oleh karena itu  hukum
melindungi kepentingan manusia, misalnya kemerdekaan, transaksi manusia satu
dengan vang lain dalam masyarakat pasar dan sebagainya, Di samping itu juga
untuk  mencegah  sclanjutnya  menyelesaikan  pertentangan  yang dapat
menumbuhkan perpecahan antara manusia dengan manusia, antara manusia
dengan lembaga

Berdasarkan fungsi hukum, baik schagai sarana rekayasa sosial mampu sehapai
sarana kontrol sosial. maka setiap peraturan yang mengatur retribusy diziptakan
untuk dijalankan sesuai dengan twuan dan makna yang dikandungnya. Warga
masyarakat (individu ) sebagaipihak yang dituju oleh suatuy peraturan wajib
dengan lapang hati dan penuh pengertian patuh kepada hukum tersebut. Adanya
heraturan—pemtu.ran hukum dan lembaga-lembaga serta aparat penegak hukum
vang dilengkapi dengan sarana dan fasilitas yang diperlukan tanpa didukung oleh
Lesadaran warga masyarakat sebagu individu angpota masyarakat, maka
kemungkinan hukum ity mengalami banvak hambatan daiom penerapannya,
karena perilaku individu bermacam-macam.

Dalam suatu masyarakat vang pluralisuk, penyimpangan vang dilakukan
seseorang menjadi kebiasaan bagi lmnnya. Dalam keadaon demikian diperlukan
kontrol sosial. dalam arti mengendalikan tinghah laku pekerti warga masyarakul
apar sclalu tetap  konform dengan keharusan-keharusan norma, hampir selafu
dijalankan dengan berdasarkan kekuatan sanksi (Soetandyo  Wignjosochroto,
[986:19). Seringkali kontrol sosial tidak terlaksana secara penul dan konsekuen.
bukan karena kondisi-kondisi ahjektif vang tidak memungkinkan, tetapi karena
sikap toleran agen-agen kontrol sosial wihadap pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi.  Mengambil sikap toleran vaitu sementard pelanpgar norma lepas dan
sanksi vang scharusnya dijatuhkan '

1 A8 Soetamdvn Wignpasehongn, I9R615 PRER Blukum, ey dan [ymanmaikn Wasalabanyn



3.2.5. Teori Kebijakan

Teori vang akan dipergunakan dalam rangka penelitian kebijukan Penyediaan
Ruang Terbuka Hijau sebagai landasan pemikiran adalah teori kebijakan dari
Thomas R. DYE. Berbicara tentang perspektif kebijakan publik mengarahkan
perhatian kita untuk mengkaji proses pembuastan kebijakan (policy making
process) oleh pemerintah  (government) atau pemegang  kekuasaan dan
dampaknya terhadap masyvarakat luas (public).

Ketertiban antara hukum dan kebijakan publik akan semakin relevan pada saat
hukum diimplementasikan. Proses implementasi selalu melibatkan lingkungan
dan kondisi yang berbeda di tiap tempat, karena memiliki ciri-ciri struktur sosial
vang tidak sama. Demikian pula keterlibatan lembaga di dalam proses
implementasi selalu akan bekerja di dalam kontcks sosial tertentu sehingga terjadi
hubungan timbal balik vang dapat saling mempengaruhi. Proses implementasi
kebanvakan diserahkan kepada lembaga pemerintah dalam berbagai jenjang
Mtingkat, baik propinsi maupun tingkat kabupaten. Setiap jenjang pelaksanaan pun
amsih membutuhkan pembentukan kebijaksanaan lebih lanjut dalam berbaga
bentuk peraturan perundang-undangan untuk memberikan penjabaran lebih lanjut.
Apabila sarana yang dipilih adalah hukum sebagai suatu proses pembentukan
kehijaksanaan publik, maka faktor-faktor non hukum akan selalu memberikan
pengaruhnya dalam proses pelaksanaannya.

Untuk mengantisipasi hal ini diperlukan langkah-langkah kebijaksanaan meliputi:

{11 menggabungkan rencana tindakan dari suatu program dengan menetapkan
tujuan, standard pelaksana, biava dan waktu yang jelas:

{2} melaksanakan program dengan memobilisasi struktur, staf, biaya, resources,
prosedur, dan metode, dan

{3) membuat jadual pelaksangan (time schedule) dan monitoring untuk
menjamin bahwa program tersebut berjalan terus sesuai rencana.

23 PENGERTIAN, KLASIFIKASI DAN FUNGSI RUANG TERBUKA HILJAL

231, Pengertian Ruang Terbuka Hijan

Ruang terbuka {open spaces) merupakan roang yvang direncanakan karena kebutuban
akan tempat-tempat periemuan dan aktivitas bersama di udara terbuka. Ruang terbuka
ioper spoces), Ruang Terbuka Hiyjaw (HTH), Ruang FIIJ.I:I“.L {public spaces)
mempunyai pengertian yvang hampir sama. Secara teorilis yung dimaksud dengan
ruang lerhuka (open spaces) adalah: Ruang vang berfungsi sebaga wadah (comtainer)
untuk kehidupan manusia. baik secara individu maupun berkelompok. serta wadah
makhluk lainnya ontuk hidup dan  berkembang  secara  berkelanjutan (UUPR
. 24 | T )

Suatu wadah ypng menampung aktivitas manusia dalam suatu lingkungan yvang tidak
mempunyvai pepyiup dalam bentuk =k
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Ruang vang berfungsi antara lain sebagai tempal bermain aktif untuk anak-anak dan
dewasa, tempat bersantai pasif untuk orang dewasa, dan schagai areal konservasi
lingkungan hijau.

Ruang vang berdasarkan Fungsinya schagai ruang terbuka hijau yaite dalam bentuk
taman, lapangan atletik dan taman bermain,

Lahan yang belum dibangun atau schagian besar belum dibangun di wilayah
perkotaan yang mempunyai nilai untuk keperfuan taman dan rekreasi; konservasi
lahan dan sumber daya alam lainnva; atau keperluan sejarah dan keindahan.

Beberapa pengeriian tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) diantaranya adalah: Ruang
vang didominasi olch lingkungan alami di luar maupun didalam kota. dalam bentuk
tarman, halaman, areal rekreasi kota dan jzlur hijau.

Ruang-ruang di dalam kota atau wilayah yang lebih luas baik dalam bentuk
area/kawasan maupun dalam bentuk area memanjangfjalur yang dalam
penggunaannya lebih bersifat terbuka yang pada dasamya tanpa bangunan yang
berfungsi schagai kawasan pertamanan kota, hutan kota, rekreasi kota, kegiatan Glah
Raga, pemakaman, pertanian, jalur hijau dan kawasan hijau pekarangan.

Fasilitas wang memberikan kontribusi  penting dalam meningkatkan kualitas
lingkungan permukiman, dan merupakan suatu unsur vang sangal penting dalam
kegiatan rekreasi.

Dan pengertian ruang publik (public spaces) adalah suatu mang dimana selurub
masyarakat mempunvai akses untuk menggunakannya., Ciri-ciri utama dan public
spaces adalah: terbuka mudah dicapai oleh masyarakat uniuk melakukan kegiatan-
kegiatan kelompok dan tidak selalu harus ada unsur hijau, bemuknya berupa malls,
plazas dan taman bermain.

Jadi RTH lebih menonjolkan unsur hijau (vegetasiklalam setiap bentuknya sedangkan
public spaces dan ruang terbuka hanya berupa lahan terbuka belum dibangun yang
tanpa tanaman. Public spaces adalah ruang vang dapat dinikmati oleh selurch
masyarakat sedanpkan RTH dan ruang terbuka tidak selalu dapat digunakan dan
dinikmati oleh seluruh masvarakat.

1.3.2, Klasifikasi Ruang Tebuka Hijau Kota.

Dinas  Pentamanan  mengkalasifikasikan mang terbuka  hijau  berdasarkan  pada
kepentingan pengelolaannya adalah sebagai berikut

kawasan Hijau Perntamanan Kota, berupa sehidang tanah vang sekelilingnya ditata
secara teratur dan artistik, ditanami pohon pelindung, se nmkf]'rtrdu lanaman penutup

tanah sera memiliki fungst relaksasi.

Bawassan Hijau Hutan Kota. yaitu ruang terbuka hijau dengan fungsi utama schagan
hiestan rava,
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Kawasan Hijau Rekreasi Kota, sebagai sarana rekreasi dalam kota yang
memanfaatkan ruang terbuka hijau,

Kawasan Hijau kegiatan Olahraga, tergolong ruang terbuka hijau area lapangan, yaitu
lapangan, lahan datar atau pelataran yang cukup luas, Bentuk dari ruang terbuka 1mi
yaitu lapangan olahraga, stadion, lintasan lari atau lapangan golf.

Kawasan Hijau Pemakaman.

Kawasan Hijau Pertanian, tergolong ruang terbuka hijau areal produktif. yaitu lahan
sawah dan tegalan yang masih ada di kota yang menghasilkan padi. sayuran, palawija.
tanaman hias dan buah-buahan.

Kawasan Jalur Hijaw, vang terdiri dari jalur hijau sepanjang jalan. taman di
persimpangan jalan, laman pulau jalan dan sejenisnys.

Kawasan Hijau Pekarangan, yaitu halaman rumah di kawasan perumahan,
perkantoran, perdagangan dan kawasan industr,

Sementara klasifikasi RTH menurut Inmendagri No.14 tahun 1988, vaitu: taman kota,
lapangan (R, kawasan hutan kota. jalur hijau kota, perkuburan. pckarangan, dan
RTH produktif.

Bentuk RTH vang memiliki fungsi paling penting bagi perkotaan saat ini adalah
kawasan hijau taman kota dan kawasan hijau lapangan olah raga. Taman kota
dibutuhkan karena memiliki hampir semua fungsi RTH, sedangkan lapangan olah
raga hijau memiliki fungsi sebagai sarana untuk menciptakan kesehatan masyarakat
selain itu bisa difungsikan sebagian dari fungsi RTH lainnya,

2.3.3. Fungsi Ruang Terbuka Hijau

Kegiatun-kegiatan manusia vang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan hijau
mengakibatkan perubahan pada lingkungan vang akhirnya akan menurunkan kualitas
lingkungan perkotaan. Kesadaran menjaga kelestarian lingkungan hijau pasti akan
lehih baik jika setiap orang mengetahui fungsi RTH bagi lingkungan perkoiaan.
fumgsi dari RTH bugi kota yaite: untuk meningkatkan kualitas kchidupan dan
lingkungan dalam kota dengan sasaran uniuk memaksimumbkan tinghai kesejahteraan
warga kota dengan menciptakan linglungan yvang lebih baik dan schat.

Berdasarkan fungsinya menurut Rencana Pepgembanpan Ruang terbuka
hijau tahun Y989 vait
I. RIH vang berfungsi  schagai tempat  rekreasi  dimana  penduduk  dapat
melaksanakan kegiatan berbentuk rekressi. berupa kegiatan rekreasi aktil’ seperti
lapangan olabraga, dan rekicasi pasit seperti taman

I~

R vang berfungsi sebagai tempal berkarya, vaitu tempat penduduk bermata
pencabarian dari sektor pemanfastan tanuh secara langsung  seperti pertanian
pangan. kebun bunga dan usaba tanaman hias
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RTH vang berfungsi sebagai ruang pemeliharaan, ywilu ruang  yang
memungkinkan pengelola kota melakukan pemeliharaan unusur-unsur perkotaan
seperti jalur pemeliharaan sepanjang sungai dan selokan sebagai koridor kota.

RTH yang berfungsi sebagai ruang pengaman, yaitu untuk melindungi suatu objek
vital atay untuk mepgamankan manusia dar suaty unsur vang  dapat
membahayakan seperti jalur hijau disepanjang jaringan listrik tegangan tinggi,
jalur sekeliling instalasi militer atau pembangkit tenaga atau wilayah penyangga.

RTH yang berfungsi sebagai ruang untuk menunjang pelestarian dan pengamanan
lingkungan alam, vaitu sebagai wilayah konservasi atau preservasi alam untuk
mengamankan kemungkinan terjadinya erosi dan longsoran pengamanan tepi
sungai. pelestarian wilavah resapan air.

RTH yang berfungsi sebagai cadangan pengembangan wilayah terbangun kota di
masa mendatang.

Fungsi RTH kota berdasarkan Inmendagri no.14/1998 vaitu sebagai:

1. Areal perlindungan berlangsungnya fungsi ekosistem dan penyangga
kehidupan

2. Sarana untuk menciptakan kebersihan, kesehatan, kescrasian dan
keindahan lingkungan

3. sarana rekreasi

4. Pengaman lingkungan hidup perkotaan terhadap berbagai macam
pencemaran baik darat, perairan maupun udara

5. Sarana penelitian dan pendidikan serta penyuluhan bagi masyarakat
untuk membentuk kesadaran lingkungan

6. Tempat perlindungan plasma nutfah

7. Sarana untuk mempengaruhi dan memperbaiki iklim mikro

8. Pengatur tata air
Melihat beberapa fungsi terschut diatas bisa disimpulkan pada dasarnya RTH kota
mempunyai 3 fungsi dasar vaitu:
Berfungsi secara sosial vailn fasilitas umuk wmum  dengan  fungsi rekreasi,
pendidikan Jdan olahraga. Dan menjaiim komunikasi antar warga kota.
Berfungsi sceara fisik yaitu sehagai paru-paru kota, melindungi sistem air, peredam
bunvi. pemenvhan  kebutuhan  visual.  menahan  perkembangan  lahan
terbanpuen/sebagai penyangga. melindungi warga kota dan pelus udara
Herfungesi sehapai estetika yaitu pengikat antar clemen pedung dalam kota. pemben
ciri dalam  membentuk  wajah  kota dan unsur dalam  penstaan arsitektor
perkotim Hi

L1 i peninaanruang teunspae Ll asp
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2.4. Ruang Terbuka Hijan diKawasan Perkotaan

Kota-kota besar sering kali dijadikan simbol dan scbuah kemajuan atau keberhasilan.
Gedung-gedung tinggi vang menjulang menghujam langit serta pusat-pusat perbelanjaan
nan megah begitu menjamur dan berlomba-lomba untuk menjadi landmark atau icon dar
setiap kota. Bahkan disalah satu sisi ibu kota Jakarta saja bisa berdini dua atau tiga
hahkan empat pusat perbelanjaan sekaligus dengan jarak yang sangat berdekat-dekatan
dan kadang bersebelahan atau berhadapan. Belum lagi kendaraan bermotor vang tumpah
ruah membanjiri setiap sudut jalan ibu kota. Mulai dar sepeda motror hingga mobil
dengan harga selangit bisa kita jumpai. Pendek kata jikalau kemegahan dan kemewahan
vang ingin anda jumpai.maka kota-kota besar di republik ini sudah menyediakannya
umtuk anda. )

Namun bagaimana jika kitasekeluarga hendak bersantai-santai menghirup udara
separatau anak-anak yang inginbermain ditaman, mulai dansekedar bermain sepak
bolaatau  berlari-larian  kesanakemari dengan teman seusianyakemana kita harus
pergi T Adakah ruang dikota im yangmenyediakan sarana sepertiing? Hmmm...seperti juga
anda,saya harus berpikir agak lamauntuk menemukan tempat yangnyaman dan asn
seperti ini.Sebush muang vang dipayungipepohonan rimbun yang sejukdimana anak-anak
dapat bermainatau para lansia dapat berduduksantai menikmati wakiue istirahatmereka
sambil beraktifitas ringanatau olahraga. Dan jawabannya sefalu berkahir di luar kota.
Padahal ruang-ruang publik seperti ini sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan
kota. Disinilah Ruang Terbuka Hijuau menjadi sangat dibutuhkan. Bahkan kini ruang
model imi menjadi scbuah syarat vang harus ada disctiap kota,

Seiring dengan kondisi bumi yang terus memburuk akibat dari pemanasan iklim, masalah
penghijauan dan kelestarian menjadi perhatian serius tak hanya bag bangsa indonesia
tapi juga masvarakat dunia. Menurut aturan internasional mengenai ruang terbuka hijau
suaru kota harus mencapai angka 30 persen dar luas kota. Kesepakatan masvarkal
intermasional ini juga di amini oleh pemerintah indonesia dengan menetapkan agar
daerah perkotaan memiliki minimal 20% dan luas kawasan perkotaannyva untuk ruang
publhik im.

Ada beberapa definisi vang menjelaskan tentang apa vang dimakswd dengan ruang
terbuka hijau ini. vang dikemukakan olch para pakar. Menurut Roger Trancik, seorang
pakar dibidang Urban Design, ruang terbuka hijau adalah ruang vang didominasi oleh
fHingkungan alami di luar maupun didalam kota, dalam bentuk taman, halaman, areal
rekreasi kota dan jalur hijgu. Sementara menurul Rooden Ven FC dalam Grove dan
Ciresswell 1983, rvang terbuka hijau adalah Fasilitas yang memberikan kontnbusi
penting dalam meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. dan merupakan suatu
unsur vang sanpat penting dalam kegiatan rekreas.

Pemerintah indonesia juga mengeluarkan defimsi tentang ruang terbuka hijau imi dengan
istifah roang terbuka hijen kawasan perkotaan atan RTHEP. Jikalan mengacu pada
Peraturan Mendagnn Mol tahun 2007 tentang penataan ruang ferbuka hijau kawasan
perkotaan inl. maka pengertian Ruang Terbuka Hijau adalih bagian dar ruang terbuka
suatu kawawm perkotaan vang diisi oleh tumbuhan dan lanaman puna mendukung
manfaml ckologi. sosial, budaya, ekonomi dan estetika.. Ruang terbuka hijau 1tu sendin
terbagn atas dua jenes, vailu RTHKP Publik dan RTHEP Povat. RTHEP Publik adalah
RTHKP vang pemvediaan dan pemelibaraannya menjadi wneggungjawab Pemerintah

22



Kabupaten/Kota, Sementara RTHKP Privat adalah RTHKP yang penyvediaan dan
pemeliharaannya menjadi tanggungjawab pihak/lembaga swasta, perseorangan dan
masyarakat vang dikendalikan melalui izin pemanfaatan mang oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota, kecuali Provinsi DK Jakarta oleh Pemerintah Provinsi,

Berdasarkan jenisnya RTHEP meliputi taman kota, (aman wisala alam, taman rekreasi,
laman lingkungan perumahan dan permukiman, taman lingkungan perkantoran dan
pedung komersial, aman hutan raya, hutan kota, hutan lindung, bentang alam seperti
gunung, bukit, lereng dan lembah, cagar alam, kebun raya, kebun binatang, pemakaman
umum, lapangan olah raga, lapangan upacara, parkir terbuka, lahan pertanian perkotaan,
Jalur dibawah tegangan tinggi (SUTT dan SUTET), sempadan sungai, pantai, bangunan,
situ dan rawa, jalur pengaman jalan, median jalan, rel kereta api, pipa gas dan
pedestrian, kawasan dan jalur hijau, daerah penyangga (buffer zone) lapangan udara dan
taman atap (roof garden).

seperti yang Kita tahu, pembangunan fisik berupa gedung-gedung megah dikota-kota
memang membanggakan, namun disisi lain, pembangunan  tersebut  justru kerap
menggeser alau bahkan mencaplok ruang-ruang hijau vang ada. Kita mungkin sering kali
menjumpai laman-taman kota yvang disulap menjadi gedung perkantoran atau apartement,
nah hal ini menimbulkan dampak yang ncgative bagi lingkungan vaitu ketidak
seimbangan ekologi dan mempercepat proses pemanasan global vang tentunva
berdampak pada keschatan manusia cepat atau lambat.

Masalah polusi wdara yang membuat kita jengah dan terasa sulit bernafas. Sebagai
sambaran, ketika kendaraan-kendaraan melaju berpacu di jalan raya, ada senyawa
karbon yang ikut melambung ke udara, Senyawa karbon yang terdiri dari CO (karbon
monoksida), HC (hidrokarbon), dan NOx (nitrogen oksida) ini meyusup masuk ke udara
dan terhirup vleh manusia. Celakanya, senyawa-senyawa ini sangat tidak bersahabat dan
cenderung berbahaya bagi kesehatan manusia. Dan lebih parahnya lagi, pepohonan vang
menjadi filter udara telah hilang berganti beton-beton, Maka bisa dibayangkan jutaan
racun terhirup masuk dan bersarang dalam tubuh kita.

Ruang-ruang ini juga mempunya fungsi vang tak kalah penting dari masalah lingkungan
hidup tapi juga berfungsi sosial dimana masyarakat bisa berkumpul dan bersantai
bersama sanak keluarga atau kawan. Dengan hilangnya lahan-laban seperti ini dar peta
kota maka berdampak sccara tidak lanpsung bagi proses-proses tersebut bahkan bukan
tidak mungkin dapat menciptakan generasi vang individealistis kelak di kemudian har
karena tiadanya lagi ruang vang berfungsi untuk interaksi sosial bagi masyarakat '

L g v, pronathainaing: gt ]
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1.5. Tujuan, Manfaat RTH

Tujuan.

Ruang Terbuka Hijau sejatinya ditujukan untuk  menjaga  keserasian  dan
keseimbangan ckosistem lingkungan perkotaan dan mewujudkan kesimbangan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan di perkotaan serta meningkatkan kualitas
lingkungan perkotaan yvang sehat, indah, bersih dan nyaman. Tak Cuma itu, Ruang
terbuka hijau juga berfungsi sebagai pengamanan keberadaan kawasan lindung
perkotaan, pengendali pencemaran dan kerusakan tanah, air dan udara, tempat
perlindungan plasma nuftah dan keanekaragaman hayati dan pengendali tata air serta
tak ketinggalan sebagai sarana estetika kota. keberadaan ruang ini tak hanya
menjadikan kota menjadi sekedar tempat yang sehat dan layak huni tapi juga nyaman
dan asn,

Manfaat.

Ruang terbuka hijau juga membawa begitu banvak manfaat vang terkandung. Mulai
dan sarana untuk mencerminkan identitas daerah. menumbunkan rasa bangga dan
meningkatkan prestise daerah, sarana ruang evakuasi untuk keadaan darurat | sebagai
sarana penelitian, pendidikan dan penyuluhan, memperbaiki iklim mikro hingga
meningkatkan cadangan oksigen di perkotaan dan tak ketinggalan bermanfaat bagi
meningkatkan nilai ekonomi lahan perkotaan . Bahkan terkandung puls manfaatl vang
lebih bernilai sosial seperti sebagai sarana rekreasi aktif dan pasif serta interkas sosial
atau scbhagai sarana aktivitas sosial bagi anak-anak, remaja, dewasa dan manula. Bisa
dibilang kebutuhan akan adanya ruang semacam ini di kota-kota besar tak hanya
sekedar perfu namun kehutuhan.

Rasa-cemas dan keprihatinan kita tak cukup untuk mengembalikan keseimbangan
alam yang mulai berada dititik yang mengkhawatirkan, Kita membutuhkan lebih dari
itu semua. kita butuh tckad dan partisipasi aktif dan seluruh komponen masyarakat
untuk mengembalikan apa vang telah hilang, Den ruang terbuka hijau adalah
salahsaty bentuknya. Karena bumi ini bukan hanya milik kita namun juga milik anak
cucu kita dimasa depan, Mereka juga berhak atas udara vang bersih, lingkungan vang
asri dan sehat serta nyaman untuk dihuni."™

13
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BAB 111

METODE PENELITIAN

3.1, Pendekatan Masalah.

Pendekatan masalah dalam penelitivan ini menggunakan pendekatan normatif dan
empiris. Pengkajjan masalah dilakukan dengan meneclaah bahan yang berkaitan dengan
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang di Wilayah
Perkotaan LU No. 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 28
Tahun 2002 Tentang Bangunan, Permendagr Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan
Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, vang dikaitkan dengan objek/topik utama
penelitian terkait Implementasi penvediaan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah perkotaan
di Indonesia.

3.2. Sumber Data.

Sumber Data yang dipunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokan menjadi dua
jenis,  vaitu:

a. Data Primer, vaitu :

Data yang diperoleh secara langsung dar sumber data di lapangan atau dari lokas
penelitian, dalam hal ini adalah perangkat dari Pemerintah Kota | yaitu dan Dinas
Tata Ruang Kota, Kantor Lingkungan dan Satuan tugas yang terkait,

b. Data sekunder, yaitu :

Data vang mendubung dan melengkapi data primer yang berbubungan dengan
masalah penelitian. Data mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-
hasil penelitian yang dapat berwujud laporan dan lain-lainnya, sedangkan bahan
Hukumnya dibedakan menjadi -

I, Bahan Hukwn primer, vaitu baban-bahan Hukwn vang mengikan dan terdir
dar -

a. Morma atasy kaidah dasar, vaitu pembentukan Undane-1odang dasar 1945

b, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sisem Perencanaan
pembangunan Masional.

¢, U Nes 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolean Lingkungan Hidup d. UL
MW 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

e. PP No. 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilavah Nasional

f. Peraturan Menter Dalam Neperi Nomor | Tahun 2007 tentang Penatoan
Ruang lerbuka Hijau Kawasan Perkotaan
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3.3,

2.Bahan Hukum Sckunder. yaitu bahan yang dapat memberikan penjelasan
mengenaibahan hukum primer, misal rancangan uwndang-undang, hasil
penelitian atau pendapat sarjana hukum. Dalam penelitian ini menggunakan
buku-buku tentang hukum  tata rvang, hukum lingkungan, karva tulis,
literatur, dan artikel vang terkait dengan permasalahan yang ada.

3.Bahan Hukum tersier, vaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan Pada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder misal
kamus hukum, kamus besar indonesia, ensiklopedia dan lain-lainnya.

Prosedur Pengumpulan Data Dan Pengolahan Data.
Dalam penelitian ini. tekhnik untuk mengumpulkan data yang digunakan adalah :

a. Prosedur Pengumpulan Data.
Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan  studi  kepustakaan, Stedi
kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menganalisis aturan
perundang-undangan dan literatur vang berkaitan denpan permasalahan yang
dibahas.

b. Prosedur Pengolahan Data,
Pengolahan data dilakukan dengan cara klasifikasi data dan editing data vang
diperoleh, diklasifikasikan den kemudian dilakukan pemeriksaan menvanghut
kelengkapan data apakah ada data yang kurang atau tidak.

. Tekhnik Analizis Data

Data vang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitanf dengan mendiskripsikan
data yang dihasilkan dari studi lapangan ditempat pencliian kedalam bentuk
penjelasan secara sistematis sehingga dapat diperoleh pambaran vang jeias tentang
masalah vang diteliti. Dari hasil analisis tersebut kemudian disimpulkan secara
induktif. yaitu cara berfikic yang didasarkan fakla-fakta vang bersifat khusus,
kemudian disimpualkan scecara umum,
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BAR IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1, Implementasi Ketentuan Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan
Ruang Wilayah Perkotaan Di Indonesia.

Penyedizsan RTH Berdasarkan Luas Wilayah di perkotaan adalah sebagai berikut:

a. Ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH privat;

b. Proporsi RTH pada wilayah perkotaan adaluh sebesar minimal 308 yang terdin dan
20% ruang terbuka hijau publik dan 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat:

¢. apabila luas RTH baik publit maupun prival di kota vang bersangkutan telah
memiliki total luas lehih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka
proporsi tersebut harus tetap dipertahankan. Di setiap kota ruang terbuka hijau (RTH}
memiliki tiga fungsi penting yaitu ekologis,sosial-ekonomi dan evakuasi. Dalam Fasal
29 UL No, 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang disebutkan, jumlah RTH di setiap
kota harus sebesar 30 persen dari luas kota tersebul.

Fungsi ckologis RTH yaitu dapat meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir,
mengurangi polusi udara dan pengatur iklim mikeo. Fungsi lainnya vaitu sosial-
ekonomi untuk memberikan fungsi schagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan
sebagai tetenger  (landmark) kota Bandar Lampung. Sementara evakuasi berfungsi
antara lain untuk tempat pengungsian saat terjadi bencana alam. Dengan keberadaan
RTH yang ideal, maka tingkat kesehatan warga kota yang bersangkutan juga menjadi
baik. RTH dapat mengurangi kadar polutan seperti timah hitam dan timbal vang
berbahaya bagi kesehatan manusia. Saat ini, banyak anak di perkotaan vang menderita
autis yang disebabkan antara lain karena tingginya kadar polutan di dacrah perkotaan.
Sifat polutan berbahava tersebut melayang-layang diudara dengan ketinggian kurang
duri satu meter dar tanah maka tidak neh jika banyak berdampak terhadap kesehatan
anak-anak menuturkan, ketentuan luasan 30 persen RTH di setiap perkotaan
merupakan hasil kesepakatan dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Bumi di Rio de
Janeiro. Brazil (1992} dan dipertegas lagi pada KTT Johannesberg, Afrika Selatan 10
tahun, Namun tampaknya bagi kota-kota di Indonesia, bal ini akan sulit terealisir
akibat terus adanya tekanan pertumbuhan dan kebutuhan sarana dan prasarana kota.
seperti pembangunan bangunan gedung, pengembangan dan penambahan jalur jaian
vang lerus meningkal serta peoingkatan jumlah penduduk. Untuk merealisasikan
keberadaan RTH vang mumpuni di perkotaan Indonesia diperlukan komitmen kuat
dari semua pihak baik pemerintah pusal. pemerintah dacrah, masyarakat dan
pemangku kepentingan lainnyva. 1/paya tersebul antara lain mendorong permukiman
melalui bangunan vertikal. Dengan tinggal di permukiman yang vertikal, maka akan
menggeunakan lahan yvang lebih sedikin, sehingga lahan tainnya dapat dimanfaatkan
untuk RTH Proporsi 30% merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan
ckosistem kota. baik keseimbanean sistem hidrologi dan keseimbangan mikrokhimat,



maupun sistem ekologis lain vang dapat meningkatkan ketersediaan udara bersih vang
diperlukan masyarakat, serta sckaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Target
luas sebesar 30% dari luas wilayah kota dapat dicapai secara bertahap melalui
pengalokasian lahan perkotaan secara tipikal. Melalui Pasal 29 UL No.26 Tahun 2007
tentang proporsi penyediaan ruang terbuka hijau, Pemkot Bandar Lampung telah
berusaha memenuhi kritena tersebut meski dalam melaksanakan kehijakannya masih
menggunakan Perda yang lama yaitu Perda No.& Tahun 1993 Tentang Rencana
Umum Tata Ruang Kota Bandar Lampung untuk penataan ruangnya, namun
mengingat perlunya pengendalian lingkungan maka dengan Perda No.2 Tahun 2006
Pemkot Bandar Lampung telah menerapkan proporsi sesuai apa yang diamanatkan
didalam Pasal 29 ULl No.26 Tahun 2007 vaitu “Ruang Terbuka Hijou minimal 30%
dan Juas wilavah Kota.

Kebijakan Pemkot dalam  pelaksanaan UL No.26 Tahun 2007 tersebut adalah dengan
menyusun Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kota untuk mengeanti Perda No.% Tahun
1993 yang sudah tidak relevan dengan perkembangan pembangunan Nasional pada
umumnya. Dalam pelaksanaan penatasn ruang, Pemeriniah Kota sevogvanya mengacu
kepada petunjuk pelaksanaan yang baru, vaitu PP No.26 Tahun 2008. Berkaitan dengan
penyediaan RTH melalui kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat untuk sikap dan
tindakan serta disesuaikan dalam UUPR maka dalam pelaksanaannva meliputi perencanaan,
pengendalian dan pemanfaatan  ruang  kota  sebagai upaya untuk mendapatkan RTH
mipimal 30% dari luas Kota dengan standar minimal 209 untuk publik dan 10% dipenuhi
dari privat, untuk lebih jelasnya adalah sebagai berikut

1. Rencana Strategis (RENSTRA)

Pemerintah Kota diharapkan telah memiliki Rencana Strategis Dacrah vang ditvangkan
dalam Perda, yang berisi kebijakan-kebijakan penting, antara lain :

a. Bidang Hukum

Kebijakan di bidang hukum diarahkan antara lain untuk mendukang terciptanva supremasi
hukum, jaminan dan kepastun hukum, sera pengharpaan hak-hak asasi manusia
herdasarkan prinsip-prinsip kepastian kemanfaatan dan keadilan

h. Ridang Administrasi Umum

kebyakan & bidang im antara lain diarahkan pada pendayagunaan Aparatur Pemerintah
vang mencakup 3 unsur pokok vaite Kelembapaan, ketatalaksanaan, dan Profesionalitas
aparatur daerah dslam pelavanan masvarakat dan peningkatar sumber-sumber Keuarngan

davrah,



¢. Bidang Ekonomi
Kebijakan im diarahkan antara lain:

1} Pengembangan industri pengolahan yang mempunyai daya saing tinggi. yang
berbasis pada kemampuan local

1) Pengembangan program kemitraan dan kerjasama penanaman modal

3) Peningkatan jiwa kewirausahaan yang memiliki daya saing global

4) Penyederhanaan prosedur perijinan puna menarik investor

5) Penguatan wahana pengembangan usaha perdagangan

i) Pemantapan ketahanan pangan

T) Diversifikasi produk pertanian

8) Peningkatan kerjasama’kemitraan dengan unsure-unsur pelaku pariwisata dan

jaringan kerja antar dacrah

9 Revitalisasi obyek-obyek wisata, penggalian obyek dan daya tarik wisata yang baru

[0} Pertumbuhan dan pengembangan sentra-sentra usaha kecil, menengah dan koperasi
yvang kokoh dan berdaya saing

d. Bidang Politik
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk :

1} Pengembangan kehidupan masyarakat vang dinamis, maju, bersatu, rukun, damai,
demokratis, toleran dan menuliki semungat bela Negara yvang tinggi

2) Pengembangan infrasttruktur demokrasi
¢. Bidang Keamanan dan perlindungan Masyarakat

Kebijakan bidang ini diarahkan antara lain untuk menciptakan kondisi keamanan dan
ketertiban umum yang kondusil denu pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan
disegala bidnag, melalui pemngkatan oordinast antara aparat keamanan dan keteriiban
=era seluruh komponen masyarakat

. Bidang Agama
Kebijakan bidang ini diarahkan antara fin onuok :

1y Pengembangan kerukunan umar beragama melalui jaringan kerja antar uman
beragama
2} Pengembangan peran dan fungsi tempat peribadatan sebagai wadah interaksi social
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umatnya, lembaga pendidikan keagamaan dan menunjang peningkatan keimanan
dan kesalehan masyarakat.

g. Bidang Pendidikan

Kebijakan di bidang ini diarahkan untuk:

1) Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan terutama menyukscskan program
wajib belajar Dikdas 9 tahun
2) Perluasan kesempatan belajar bag keluarga tidak mampu dan penyandang cacat

{difabel) .

3) Peningkatan kualitas kompetensi tenaga pendidik

4) Optimalisasi peran lembaga pendidikan dalam menumbubkembangkan budi pekerti
luhur

Ridang Iptek

Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk pengembangan kerjasama antar
lembaga  penelitian dan  pengembangan baik pemerintah maupun swasta  untuk
penguatan pelaksanaan otonomi daerah maupun kemajuan masyarakat khususnya dunia
usiaha

i. Bidang Keschatan

Kebtjakan bidang ini diarahkan antara lain untuk:

1} Ten tany paradigma sehat

2) Pemberdayaan masyarakat, keluarga dan individu Peningkatan upaya keschatan
dengan mengutamakan upaya promutit dan preventif yan didukung dengan upaya
kuratif dan rehabilitatit

Bidang Soxial

Kehijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk;

11. Peningkatan penanggulangan secarn sistematis segala bentuk penyakit
masyarzkal dan  perdagangan obat terfarang

). Peningkatan ketahanan sosial untuk penvelamatan dan pemberdayaan pada
penyandang masalah kesejahtersin sosial dan Korban bencana.

11, Pemberian akseshilitas Hsik dan non Hsik kepada kaum difabel untak

membantu dalam pengambilan kepulusan



4). Penanggulangan masalah kescjahteraan sosial antara lain pengangguran.
kemiskinan dan keterbelakangan.

5). Pembudayaan olahraga sejak usia dini baik melalui jalur sekolah maupun

masyarakal
6). Pengembangan iklim kondusif bagi generasi muda untuk wahana pembelajaran

menjadi pemimpin bangsa dimasa depan.
& Bidang Kebudayaan
Kebijakan di bidang ini diarahkan antar alain untuk :

1} Peningkatan kualitas dan ketahanan budaya

2) Pengembangan kebudayaan khas yang bersumber dari warisan budaya luhur bangsa

dan budaya dacrah

3} Peningkatan apresiasi seni dan budaya tradisional dacrah bagi pengembangan
pariwisata daerah.

l. Bidang Sumber daya alam dan Lingkungan Hidup
Kebijakan di bidang ini diarahkan antara lain untuk;

1} Pencegaha dan penanggulangan pencemmarin lingkungan melalui pengurangan
produksi limbah dan penerapan teknologi ramah lingkungan

2} Penegakan perundang-undangan lingkungan hidup

3) Penataan ruang wilayah perbatasan

m. Ridang Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota
kchijukan di bidung ini diarahkan antara lain untuk
11 Pengembangan sistem transportasi
2} Peningkatan pembangunan jalan dan jembatan
31 Penmaan sistem drainase

41 Penmgkatan kualitas dan kuantitas perumahan dan pemukiman



n. Bidang Komunikasi dan Media masa Kebijakan di bidang ini diarahkan antara

lain untuk:

1) Peningkatan kerjasama kemitraan antara pemerintah kota, Media Massa dan
Masyarakat dalam memantapkan kualitas demokrasi dan keseimbangan informasi

2} Peningkatan kuantitas dan kualitas informasi dan komunikasi pembangunan dan
hasil-hasilnya.

2. Rencana Fola Tata Ruang
Rencana Pola Pemanfaatan Ruang di Kota didasarkan pada beberapa hal, antara lain :

a. rmeadaan penggunaan tlanah  vang ada, yang mana semaksimal mungkin
menghindarkan adanya perombakan yang bersifat frontal,

b. Rencana strkiur makro vang sudah ditetapkan pada bab terdabulu.
c. Menetapkan jenis penggunaan tanah baru sesuai dengan potensi yvang ada, sehingga
mampu merangsang pertumbuhan kota secara positif.

Kementerian Lingkungan Hidup juga telah siap membantu pemerintah Kota dalam
usaha penerapan prinsip-prinsip pemmbangunan berkelanjutan ke dalam wujud praktis
perencanaan dan penyelenggaraan penataan ruang dalam mewujudkan penyvediaan
Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,
alam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup melakukan Pendekatan  kajian
linghungan hidup yang bersifat strategis (strategic environmental assessmeni)
diharapkan dapat membantu melengkapi proses berpikir perencanaan tata ruang sast
mempertimbangkan aspek lingkungan, sekaligus menjawab munculnya Kebutuhan
analisis mendalam mengenal dampak dan konsekuensi lingkungan kala kebijakan,
rencand, dan program harus segera diputuskan.

Y. Arahan Pemanfaatan Ruang

Penentuan prioritas pembangunan wilavah kota ditinjau dan kebutuhan pembangunan
wilavabh, sarana dan prasarana priontas, ketersedipan dana, Komponen kawasan utama
dengan tungs: multiplier effect, penduduk pendukung, serta arahan pembangunan dalam
mewujudkan rencana tata ruang melalul pola penatsgunaan tanah, air dan wsdars, usulan
program ulama pembangunan, perkiraan dana, dan umber dana pembangunan, instans
pelaksana. waktu dan tahap pelaksanaan. Muatan dasar meliputi:

a. Indikasi program utama
b, Perkiraan pendanaan beserta sumbernya
¢. Intansi pelaksana

d. lahapan pelaksanaan
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ada kondisi vang lebih berkembang, masyarakat membentuk svatu forum vang
menghimpun anggota masyarakat vang memiliki kepentingan vang sama. dimana mercka
dapat mengambil keputusan, membahas permasalahan, dan berusaha mempengaruhi
kebijakan pemerintah. Dengan demikian, untuk mencapai pelaksanaan pemanfaatan ruang
perkotaan vang sesuai dengan RTRW, keterlibatan masyarakat harus dihidupkan dan
pemahaman masyarakat akan manfast jangka pendek. menengah dan panjang penataan
ruang perkotan perlu ditingkatkan.

3.1

A1

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh masyarakat antara lain:

a. Membuka diri terhadap pembelajaran dar pibak luar, terutama yang terkait dengan
RTRW, pemanfaatan ruang dan pengawasan pemaniaatan ruang.

b. Mampu mengidentifikasi persoalan lingkungannya sendiri, peluang-peluang, dan
mengelola kawasan budidaya dan lindung di lingkungan seknamya,

c.Mampu mengorganisasi din dan mendukung pengembangan wadah lokal atau forum
masvarakat schagai tempat masvarakat mengambil sikap atau keputusan.

d. Melaksanakan dan mengawasi pemantaatan ruang sesuai kelentuan yang berlaku,

e. Berperan aktil dalam kegiatan yang melibatkan masyarakat, baik berupa pembenan
masukan, pengajuan keberatan, penyelenggaraan konsullas:, penyusunan program
bersama pemerintah. atau berpartisipasi dalam proses mediasi.

i, Membina kerjasama dan komunikasi dengan pemerintah agar kebijakan publik
vang disusun tidak merugikan kepentingan masvarakal,

Swasta merupakan pelaku pembangunan penting dalam pemantaatan ruang perkotaan.
Ferutama karena kemampuan kewirausahaan yang mercka miliki, Peran swasta yvang
diharapkan dalam pemanfaatan ruang perkotaan sama ceperti peran yang dibarapkan
duri masvarskat. Namun, karena swasta memifiki karakterisiik yang berbeda dengan
masvarakat umum, maka terdapat peran lain vang dapat dilakukan oleh swasta. yaitu
untuk tidak saja menekankan pada tujuan ckonomi, namun juga sostal dan lingkungan
dalam memanfaatkan ruang perkotaan.

Beberapa peran yang diharapkan dimiliki oleh swasta antara lain:
a. Meluksanakan dan mengawasi pemantaatan ruang seswin ketentuan yang berlaku.
h.Memposisikan masyarakat umuom sebagal pihak yang harus diperhatikan

ke enlm Lill rl]}'-ifl-
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¢. Mendukung proses perizinan vang melibatkan masyarakat.

d. Mendukung penyelenggaraan proses mediasi oleh pemerintah.

Organisasi non-pemerintah, konsultan pembangunan, atau organisasi lain yang serupa
berperan utama sebagai perantara. pendamping, menghubungkan masyarakat dengan
pemerintah dan swasta, dalam rangka mengatasi kesenjangan komunikasi, informasi dan
pemahaman di pihak masyarakat serta akses masyarakat ke sumber daya.

3.3.Beberapa peran organisasi non-pemerintah atau konsultan pembangunan antara

lain: .
a. Mengawasi dan mengontrol kebijakan pemerintah agar sejalan dengan aspirasi
masyarakat, swasta.

b. Melakukan sosialiasi untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyvarakat
dan swasta akan manfaat kebijakan penatnan ruang dan pemanfaatan ruang
perkotaan vang partisipatif.

¢. Mengembangkan kapasitas masyarakat dalam aspek penataan ruang dan
pemanfaatan ruang perkotaan.

d. Mengaiak masvarakat belajar untuk terlibat dalam proses pembangunan sema
memahami dan memecahkan masalah vang dihadapinya,

e. Herperan sebagai fasilitator pendamping masyarakal.

f. Mendorong dan mendukung pemerintah untuk melakasanakan pemanfaatan ruang
perkotaan yang partisipatif.

. Mengaktifkan forum warga sebagat bagian dari upaya untuk mengawasi dan
mengontrol kebijakan pemeriniah.

Berdasarkan peran diatas baik masyarakal, swasta, organisesi non pemerintah
mempunyai kewajiban untuk dituntut kejasamanya dan kesadarannya untuk ikut
memperbesar hal ini dan merencanakan supaya tidak mendirikan lahan mercka urituk
bangunan tetapi juga memberikan sebagian ruang demi mewujudkan ruang terbuka
hijau prival setidaknya untuk halaman mercka, bepitu pula swasta agar mau
menpalokasikan lahannyva untuk pengadaan rvang terbuka demi terwujudnya 30%
ruany terbuka hitan kota.

Untuk merelokasi ini maka Pemerintah  kota meminta warganya untuk membuat
satuan Pokja Pokja vang dipimpin langsung oleh Kelurahan namun Pokja tersebut
sehapni  Ketua dipilib atau ditentukan sendini oleh masvarakal untuk mencari lahan
dimana relokasi namun vang memiliki sertifikat hak milik. Artinya apabila mereka
vane akan dirclokasi diberikan  insentil untuk pindah nantinya mereka akan pindah
secara sendiri-sendinl dan kemungkinan pula akan menggunakan ruang-ruang milik
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negara yang lain yang nantinya ruang terbuka akan habis. Namun apabila yang
memiliki sertifikat dibeli maka nantinya pemerintahlah yang akan menentukan dan
membayar harga tanahnya (namun dibatasi harga tanahnya) dan mengatur dimanakah
warga akan direlokasi tanpa mengurangi fungsional tata ruang kota (mungkin di
Mojosongo) dan untuk pembayaran ganti hak milik nantinya yang mengurus adalah
dari Notaris jadi bukan langsung dari pemeriniah daerah.

4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Semakin meningkatnya pembangunan juga membawa pengaruh vang besar sekali
terhadap struktur dan kultur pertanahan, Sebagai akibat dari semakin meningkatnya
volume pembangunan, maka struktur pertanahan mengalami perubahan besar, Banyak
tanah vang seharusnya dipergunakan uniuk ruang terbuka hijau berubah fungsi menjadi
tanah untuk pemukiman, perkantoran, pusat bisnis. dan kepentingan lainnya

Pemerintah kota melalui perangkat pemerintahannya agar segera mengeluarkan aturan
melaltu Perda-nya puna mengatur ketentvan  unluk  mengendalikan  adanya
penyalahgunaan fungsi ruang tersebut, misalnya :

a) Ketentuan ymum peraturan zonasi

Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemantaatan ruang dan unsur-
unsur penpendalian vang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana
rinel tata ruang, Indikasi arahan peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh,
dan tidak bolch dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdin atas
ketentuan tentang amplop ruang (koetisien dasar ruang hijau, kocfisien dasar bangunan,
koefisien lantai hangunan, dan gans sempadan bangunan), penvediaan sarana dan
pra_r-.nr:ina__ serta ketentuan lain vang dibutuhkan vntek mewujedkan ruang vang aman,
nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

b) Ketentuan perizinan

Perizinan  yang terkait tentang izin pemanfaatan ruang  sebelum  pelaksanaan
pemanfaatan ruang. Untuk kota Bandar Lampung sendin vang juga benar terbatas
luasnya sehingge tidak mungkin lagi dapat memperluas lahan untuk ruang terbuka
terkecuali pemerintah kota berhasrat wnnk membeli lahan diduar maka setidaknya
pemerintah akan mengusahakan ruang terbuka privatmya. Dengan cara misalnya pada
waktu orany akan mengajukan IMHB maka KDBnya vang akan diteliti vaitu berapa
persen Kocfisien Dasar Bangunan tersebut vang dapat didivikan bangunan jadi tidak
boleh dari 100% Juas lahan seseorang didirikan suatu bangunan, schingga harus
menyvediakan beberapa persen lahan misalnya 30% untuk dibuat ruang terbuka semisal
tarmman, Maka hal i vang dapat  diusahakan oleh pemerintah koia untuk menambah
kekurangan prosentase ruang terbuka hijau vang disesuaikan dengan ketentuan  Pasal
29 Undang-1ndang NMomor 26 Tahun 2007 teptang Penataun Ruang khususnya bagi
pihak swastn vang akan mendirkan bangunan berupa gedung perbelanjaan ataupun
hotel-hote!l hares mengajukan dabulu IMB dan adjust planning {(keterangan untuk
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perencanaan) dengan menyertakan prosentase ruang terbuka (misalkan 30% dan luas
yang akan dibangun) baik bisa digunakan sebagai lahan parkir dan pertamanan.

Dalam pembangunan kedepannyva dalam Raperda RTRW, Wilayah Kota dibagi ke
dalam beberapa zona wilayah pembangunan. Dalam setiap zona wilayah terdapat
herbagai susunan bangunan vang diperbolehkan menurut ketentuan  Undang-Undang
Nomaor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

¢) Ketentuan insentif dan disinsentifl

Raperda ~ RTRW harus dapat ditaati oleh segenap  pihak. Untuk itu  alam
implementasinya maka pemerintah kota sendini harus menerapkannya dengan bijaksana
schingga tidak certa merta semisal suatu lahan dituntut menjadi ruang terbuka padahal
lahan tersebul masih dalam sengketa dengan privat. Maka pemerintah memiliki cara
vaitu insentil dan  disinsentif . Misalkan apabila ada pihak yang mau menggunakan
sebagian lahannya atau ruang miliknya untuk digunakan menjadi ruang terbuka hijau
sesual dengan RTRW maka pemenntah akan membernkan insentif vaitu misalkan
keringanan pajak. namun bila mercka memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan
rencananya maka pemerintah akan membebankan disinfektif vaitu pembebanan pajak.
Sehingga pemerintah tidak serta merta melarang pembangunan tanpa pemanfaatan
ruang terbuka karena masyarakat juga memiliki hak atas  ruang. apabila misalkan
dalam penerapan kebijaksanaan, misalkan ada suatu lshan dimana lahan tersebut
merupakan tanah warisan turun menurun dan memiliki legitimasi hukum yang kuat
serta mempunyai sertifikasi hak milik tanah, dan dalam perencanaan kebijakan
pemerintah pemanfaatannya lain. Sebagaimana tertera dalam Pasal 28 UUPR mengenat

arshan msentil dan disinsentaf, yau :
1. Ara-han insentif herupa:
Keringanan pajak, Pemberian kompensasi, Subsidi silang, Imbalan, Sewa ruang,
Ulrun saham:
© Pembangunan serta pengadaan infrastrukiur;
Kemudahon prosedur perizinan;
Pemberian penghargaan kepada masvarakat. swasta dan/atau pemerintah daerah,
2. Arahan disinsentif berupa :

Pengenaan pajak vang tingghr vang disesuaikan dengan besamya biaya yang
dibutuhkan ok mengatasi dampak vang ditimbulkan akibat pemanfaatan raang: |

i) Arahan Sanksi.
1. Jenis-jenis pelanggaran :
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- Tidak menaati rencana tata ruang vang telah ditetapkan;

- Tidak memanfaatkan ruang sesuai dengan ijin pemanfaatan ruang dan pejabat
yvang berwenang

- Tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan ijin peman faatan
Tuang .

- Tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan dinyvatakan sebagai milik urmnum.

2. Jenis-jenis sanksi :
- peringatan fertulis;
- penghentian sementara kegiatan;
- penghentian sementara pelayanan umum;
- penutupan lokas:;
- pencabutan ijin; pembatalan ijin:
© pembongkaran bangunan;
pemulihan fungsi ruang; dan/siau
- denda administratif,

4.2. Hambatan dan bagaimana pola penyelesaian yang diterapkan oleh Pemerintah
Kota Terhadap Implementasi Penyediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan

Ruang Wilayah Perkotaan Di Indonesia.

Tanah dimanfastkan tanpa merusak lingkungan sekitar dan harus memperhatikan estetika,
untuk kepentingan semua pihak. Pemerintah Kota dalam pelaksanaan penyediasn Ruang
Terbuka Hijau berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Momor 26 Tabhun 2007 tentang
Penataan Ruang di Ko ada sedikit hambatan. Dalam pelaksanaannya untuk merelokasi
penduduk vang bermasalah dengan penatsan ruang, Pemkot memiliki Tim yaitu ada Tim
dari beberapa SKPLD vaitu Tim  Teknisz dan Monieknis, untuk Nonteknis bertugas untuk
pendekatan terhadap masvarakat dan maupun swasta, vaitu ada Dinas Tata Ruang Kota
sebagai penanggung jawab, Kepala Satpol PP sebagan Ketua pelaksana, untuk pelindungnya
dapat dari Walikota sendin ataepun Wakil Walikota, lalu untuk Scida dan Asisten
pemerintahan bertugas untuk mengkoordinasikan ke bawahnya vaiu Camat. Lurah. Maka
semua terlibat, sebagai pihak yang mengantisipasi kemungkinan-kemungkinan apabila terjadi
hambatan dalam pelaksanaan penyediaan ruang hijau bagi publik di Wilavah Kota,

L4, Pasal I8 LIUPE mcipsin araban reosi] dan dismnseinl
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Berdasarkan  pantauan penulis di  lapangan masih ada  benturan-benturan mengenai
perbedaan kepentingan antar manusia, dari yang sckedar untuk mendapatkan ruang hidup
saja, dengan kepentingan yang hendak memperoleh hak penguasaan atau pemilikan yang
berlebih-lebihan, antara kepentingan pembangunan dan kepentingan perorangan. Berbagai
kepentingan itu seringkali sulit untuk menentukan penyelesaian yang memuaskan semua
pihak vang terkena, oleh karenanya dapat menimbulkan permasalahan yuridis. Misalnya,
sengketa kasus Tanah.

Keberadaan RTH seringkali masih dikalahkan oleh berbagai kepentingan lain yang lebih
menguntungkan dan cenderung berorientasi pada pembangunan fisik untuk kepentingan
ckonomi. Akibatnya, kebutuhan ruang (khususnya RTH) untuk berlangsungnya fungsi
ekologis kurang terakomodasi, dan berdampak pada permasalahan manajemen pengelolaan
RTH. Apalagi untuk kota seperti , dimana tanah permeternya harganya sudahsedemikian
tinggi, sehingga orang lebih memilih untuk dibangun  daripada untuk ruang terbuka hijau.
Pemerintah Kota telah kehilangan besar dengan adanya bangunan pusat bisnis dan pertokoan
serta permukiman baru yang lolos dari perijinan. Mungkin dalam hal ini pusat perbelanjaan
vang lolos perijinan dari Provinsi tersebul, masih mengacu pada atran Pemerintah yang
lama, dikarenakan perijinan ke pusat memakan waktu yang cukup lama untuk diluluskan.

Terkadang kita berfikir apakah sudah tidak ada lagi lahan lain sehingga mengorbankan lahan
publik digunakan untuk pusat bisnis. melihat masih adanya lahan yang terbengkalai di
pinggiran kota. Sehingga hal ini menjadi potret masalah ketidakseimbangan pembangunan
antar wilayah. Sebapai penvelesaiannya maka Pemerintah Kota dalam kurun wakiuyang
secepal-cepatnya,segera  mengevaluasi sejumlah daflar perijinan [MB - untuk pendirian
bangunan-bangunan bara dan bangunan lama yang melangpar ketentuan dan lebih
mengoptimalisasikan fungsi dari strategi insentif dan  disinsentif serta memberikan sangsi
vang tegas terhadap pelanggaran demi mengendalikan pemantaatan ruang seria schagai salah
satu upava pengoptimalan ruang terbuka khususnya ruany terbuka hijau.

Kendala lain adalah masih terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di dacrah yang
pertumbuhan pembangunannya terhambat dan masih memiliki banyak ruang-ruang kosong
ataupun lahan mangkrak. Sehinggs schagai salah satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana
dan prasarana tersebut serta melaksanakan pembangunan yang mcrata, Pemerintah Kota
dalam Raperda RTRW-nya berusaha untuk dapat menerapkan ketenluan penataan ruang
sesuai dengan ULl No.26 Tahun 2007 begitupula dalam penyedizan ruang terbuka hijau
sebagai intensitas pemanfaman ruang sehagai penveimbang ekosistem lingkungan.
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BAB IV
PENUTLFP

A. KESIMPULAN

Dari perumusan masalah vang penulis kemukakan serta pembahasannya baik yang
berdasarkan atas teori maupun data-data yang penulis dapatkan selama mengadakan
penelitian. maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

I. Bahwa Implementasi Ketentuan Penyedizan Ruang Terbuka Hijau Berdasarkan Pasal 29
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Di Wilayah Kota
Bandar Lampung Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota | yakni:

a. Demi upaya merealisasikan keberadaan RTH yang mumpuni, maka Pemerintah Kota
Bandar Lampung berusaha memenuhi kriteria proporsi RTH meski dalam
kehijakannya masih berlandaskan pada Perda No. Tahun 1993 tentang RUTRK,
namun mengingat erlunya pengendalian lingkungan maka dengan Perda No.2 Tahun
2006 tentang Pengendalian Lingkungan, Pemkot telah menerapkan proporsi sesum
apa vang diamanatkan didalam UUPR, vaitu “RTH minimal 30% dari luas wilayah
Kota/kKabupaten™,

b. Kebijakan Pemkot Bandar Lampung dajam pelaksanaan UUPR tersebut adalah
dengan menyusun Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Bandar Lampung urtuk mengganti Perda No.8 Tahun 1993 yang sudah tidak relevan
dengan perkerabangan pembangunan Nasional pada umumnya.

¢, Berkaitan dengan penvediaan RTH melalui kewenangan yang diberikan oleh
Pemerintab Pusat untuk sikap dan tindakan sera disesuaikan dalam UUPR maka
dalam pelaksanaannya sebagai upaya untuk mendapatkan RTH minimal 30% dari
luas Kota Bandar Lampung dengan standar minimal 20% umuk publik dan 10%
dipenuhi dari privat untuk lebih jelasnya terdapat pada -

1) Kencana Strategi Dasar dan Rencana Pola Tata Ruang
2} Arahan Pemanlaatan Ruang, dan

3t Pengendalian Pemanluian Ruang

7. Dalam pelaksanaan  implementasi Pasal 29 Undang Undang Nomar 26 Tahun 2007
lentang Penataan Ruang 13 Wilavah Kota Yang Dilakukan Oleh pemerintah Kota masih
ditemukan beberaps  hambutun meskipun  Pemkotkabupaten  wlah  melakukan
sosialisasi. Schingps pekerjaan Pemkot belum berjalan dengan batk. meskl masyarakal
dapat menerima. Masib ada benturan-benturan mengenai perbedaan epentimgan antar
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manusia, dari vang sekedar untuk mendapatkan ruang hidup saja, dengan kepentingan
yang hendak memperoleh hak penguasaan atau pemilikan yang berlebih-lebihan, antara
kepentingan pembangunan dan kepentingan perorangan. Kendala lain adalah masih
rhatasnya sarana dan prasarana yang ada di daerah yang pertumbuhan pembangunannya
terhambat dan masih memiliki banyak ruang-ruang kosong ataupun lahan mangkrak.
Sebagai penyelesaiannya maka Pemerintali Kota dalam kurun waktu dekat ini akan
mengevaluasi sejumlah daftar perijinan IMB untuk pendirian bangunan-bangunan baru
dan bangunan lama yang melanggar ketentuan dan lebih mengoptimalisasikan fungsi dari
strategi  insentif dan  disinsentif serta memberikan sangsi yang tegas terhadap
pelanggaran demi -mengendalikan pemanfaatan ruang serta sebagai salah salu upaya
pengoptimalan ruang terbuka khususnya ruang terbuka hijau. Sehingga sebagai salah
satu upaya mewujudkan pemenuhan sarana dan prasarana tersebut serta melaksanakan
pembangunan yang merata, Pemerintah dalam Raperda RTRW-nya berusaha untuk dapat
menerapkan ketentuan penataan ruang sesuai dengan UL No.26 Tahun 2007 begitupula
dalam penvediaan ruang terbuka hijau sebagai intensitas pemanfaatan ruang sebagm
penyeimbang ckosistem lingkungan.

B. SARAN

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis data yang diperoleh, beberapa hal yang dapat
disarankan adalah ;

Seiring dengan pembangunan vang terus menerus di Kota  ini maka perlu adanya
perhatian khusus dari Pemerintah Kota sehingga dalam perencanaan kota, pembangunan
fisik kota kedepannya tidak bersifat terpusat (tersentralisasi). Begitu pula dalam sebaran
ruang terbuka hijaw. sehingga Jdaerah pinggiran yang tidak digunakan {mangkrak) dapat
digunakan schagai hutan kota. taman kota alaupun daerah resapan.

2. Dengan pesatnyz pertumbuhan penduwduk dan perekonemian Kota ., seiring dengan makin

sempitnya ruang khususnyva semakin menipisnya ruang terbuka hijau kota maka setidak-
tidaknva pemerintah kota dapat lebih memanfaatkan daerah - daerah pemakaman umum
vang akhic-akhir ini digunakan sebagai hunian liar penduduk dan penambahan jalur
pejalan kaki {pedestrian) berupa trotoar yang layak dan memadar, vang merupakan
elemen ruang kota yang sangat vital bagi kehidupan sebuah kota, Schingga penambahan
trotoar sebagai jalur hijau (green belty dan jalur pejalan kaki (pedestnan) di setiap jalur-
jalur baik yang dilalui oleh kendaraan-kendaraan umum hingga ke pelosok - pelosok
pemukiman penduduk,  adalah langkah yang paling praktis dan konservaul demi
mendapatkan kualitas lingkongan ndup yang lebih baik.

A0



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dardak, A Hermanto., Ruang Terbuka Hifou (RTH} Sebagai Uinsur {tama
Pembentuk Kola
Terrman, hltp;.-“.’w}w.--mlmluann_mng-l:-.:l.fnsgm{glasp

Gunadi, Sugeng. 1995 Arei RTH Bagi Sebuah Kota. Makalah pada Bk
Pemanfaatan
RTH di Surabaya”, bahan bacaan bagl masyarakat serta para pengambil
keputusan
Pemenntahan kota.

Hardiasoemantri, Koesnadi. 1999, Hukum Tata Lingkungan. Jogjakarta:
Cradjahmada
Lniversity Press.

Kusumatmadja. Maochtar. 1976 Masvaraket dan Pembinagan Hukum Nasional,
Bandung:
Rina Cipta,

----------- —. 1977, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan.
Bandung: Bina
Clipta.

Silalahi, Daud 1999, Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukaim
Lingkungan
fndonsia. Bandung: Alumni.

Salim. Emil. 1993, Pembangunan Berwawasan Lingkungan, Jakarta: LP3ES.

Setiono, 2002 Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum”, (Makalah).

Program
Studi Hmu Hukum Pascasarjana UNS,

Soekanto, Soetjono. 1986, Pengantar Penelitiun Hukum. Jakarta: LT Press.

Wignjosochroto, Soetandyo. 2002, Hikum, Paradigma dlawr Dk
Masalahnya.

Purnomohadi, Srihartininesih, Ruane Terbuka Hijau dan Penszetolacan Kl ias
L dora
et Merrapalita Jukarta. 14994



Tim Evaluasi Hukum. 2007. Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengelolaan
Eoawasan
Perkotaan dan Pedesaan. Jakarta © Badan Pembinaan Hukum.

Tisnaamidjaja D.A dalam Asep Warlan Yusuf. 1997, Pranata Pembangunan.

Undang-Undang:

LILI Mo, 28 Tahun 2002 tentang Bangunan

LU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Masional
ULl Mo, 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

UL No. 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup

PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota

PP Mo. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Peraturan Menteri Dalam Negent Nomor | Tahlun 2007 tentang Penataan Ruang
Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayvah No. 327KPTS/ 2002
tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penatasn Ruang

http://raharjo. wordpress, com/2008/05/1 % pengenulan-fkum-administrosi-
negara/28-11-2008



DAFTAR HADIR SEMINAR HASIL PENELITIAN DOSEN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG.

‘Iudu.l .Fcn elitian

Wialayah Perkotaan [ Indonesia.

Peneliti : Fka Devianad, SH. WLk

Hari Tanggal : Selasa, 28 Jum 2016

Tempat - : Ruang Sidang Bagian HAN
N NAMA NIP

Uflgtk f—fum:.dafﬁ._

- Implementasi Penvediaan Ruang Terbuka Hijau Dalam Penataan Ruang

TAN [H-.,'I'AN GAN

fIhpakes a:?ﬂ:;b: o0

(i L0 ‘ﬂifﬂuu.!.“__

Ln&a aybof |
4 ":za;m..

1:#"_

Maslta Bl Pukni

I mh_l 1o0g oYy 1.1:::;

_% Mg Lo Ligz i1y L a1 =%
L . r 3 -
WORI\V S ZRAT. Y N R/ ST 7
V. S ATR1A PR [3F20¢ 2320081 L
Bandar Lampung, 28 Juni 2016
Ee
LPIKE




